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ABSTRACT 

Pilot Project Implementation Performance 
Regent Musi Rawas Regulation number 33 of2013 

e-Voting on Election Village Head in the Village 
Taha Renah Exorbitant District 

Vivin Destyana 
vivindestyana.map@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesian Open University 

The research was purposed to describes the extent of implemention 
performance Musi Rawas regent regulation number 33of2013 one-voting village 
elections in the village of Taha Renah District of Selangit the beginning of the 
planning stages, the process of implementation, monitoring and evaluation. This 
research is a descriptive qualitative study using primary data and secondary. Data 
collection techniques used were interviews with the Head BPMPdes Musi Rawas, 
Head of Department of Communication and Information Technology, Head of 
Department of Civil, Head Selangit, PJ. Renah Taha Village Chief, Village 
Committee Chairman implementation of village elections, village communities 
Renah Taha, in the village of Taha Renah observation, documentation studies 
Selangit subdistrict and village of Taha Renah. The research design was 
qualitative research, focusing on a case study served by means of descriptive 
analytic study. In this research, the data was collected from primary and 
secondary source. Methods of data collection using purposive sampling method. 
Research result : (1) planning stages of implementation performance Musi Rawas 
regent regulation number 33 of 2013 has been implemented formed Committee 
for village elections, Team Supervisor District, the District Monitoring Team and 
Technical Team of e-voting. (2) stages of the process of implementing e-voting 
has been conducted in accordance with the SOP voting. (3) monitoring and 
evaluation phase has been implemented with good village election method of e­
voting results are faster, transparent, efficient in minimizing the budgetary costs 
of paper and have a track record. 

Keywords: Implementation, Planning, Implementation Process, Supervision and 
Evaluation 
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ABSTRAK 

KINERJA IMPLEMENTASI PILOT PROJECT 
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR33 TAHUN 2013 

TENTANG E-VOTINGPEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA 
TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT 

Vivin Destyana 
UNIVERSIT AS TERBUKA 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana kinerja implementasi 
peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang e-voting pemilihan 
kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit yakni dimulai dari tahapan 
perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dengan Kepala BPMPdes Musi Rawas, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika, Kepala Dinas dan Catatan Sipil, Camat Selangit, PJ. Kepala 
Desa Taba Renah, Ketua Panitia Desa pelaksanaan pemilihan kepala desa, 
masyarakat desa Taba Renah, observasi di desa Taba Renah, studi dokumentasi 
Kecamatan Selangit dan desa Taba Renah. Desain penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat 
berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi 
deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, data-data yang akan dikumpulkan 
diperoleh dari beberapa sumber, yaitu data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian : 
(1) tahapan perencanaan kinerja implementasi peraturan Bupati Musi Rawas 
Nomor 33 Tahun 2013 telah dilaksanakan membentuk Tim Panitia pemilihan 
kepala desa, Tim Pengawas Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, dan Tim 
]'eknis e-voting. (2) tahapan proses pelaksanaan e-voting telah dilaksanakan 
sesuai dengan SOP pemungutan suara. (3) tahap pengawasan dan evaluasi telah 
dilaksanakan dengan baik dengan pemilihan kepala desa metode e-voting hasil 
yang didapat lebih cepat, transparan, efisien dalam meminimalisir biaya anggaran 
kertas dan mempunyai rekam jejak. 

Kata Kunci: Implementasi, Perencanaan, Proses pelaksanaan, Pengawasan dan 
evaluasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum 

Kantor Camat Selangit merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang sekaligus juga berfungsi 

sebagai Pemerintahan Wilayah pada level Kecamatan. Kantor Camat Selangit 

dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat Selangit 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

- Luas dan Batas Wilayah Kee. : 71.733,91 Ha 

- Batas-batas Wilayah : 

l) Sebelah Utara 

2) Sebelah Selatan 

3) Sebelah Barat 

4) Sebelah Timur 

: STL Ulu Terawas 

: Lubuklinggau & Bengkulu 

: TNKS & Karang Jaya 

: STL Ulu Terawas & Lubuklinggau 

Nama-nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Selangit : 

Kelurahan Selangit 

Desa Lubuk Ngin 

Desa Lubuk Ngin Baru 

Desa Taba Tengah 

Desa Taba Renah 

41 

42837.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42 

6. Desa Taba Remanik 

7. Desa Prabu Menang 

8. Desa T aba Gin do 

9. Desa Karang Panggung 

10. Desa Muara Nilau 

11. Desa Batu Gane 

12. Desa Napal Melintang 

2. SOTK Kecamatan Selangit 

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam 

Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas sebagai 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 

Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Kecamatan Selangit adalah sebagai 

berikut: 

Gambar Bagan 4.1. ,, 
CAMAT 

Yudi Fachriansyah AP. M. Si 

SEKRETARIS CAMAT I 
KELOMPOK 

Herry Akhmadi JS. SSTP 

JABATAN I I ! FUNGSIONAL 
PLT KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG 

UMUM DAN KEUANGAN PERLENGKAPAN 
KEPEGA \V AIAN 

Saiddan. SIP 

I I I I l 
KA SEKSI KA SEKSI KA SEKSI KA SEKSI KA SEKSI 

PEMERINT AHAN PEMB KESEJAHTERAAN KETENTRAMAN. PELA YANAN UMUM 
Eko Hama SIP MASYDESA/KEL SOSIAL KETERTIBAN, Vivin Destyana SSTP 

Edwin Kaisar. SE Unawati. S. Sos PERLINDUNGAN 
SOS I AL 
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Susunan Organisasi Kecamatan Selangit sebagaimana tersebut diatas 

memiliki Tupoksi sebagai berikut : 

a) Camat 

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 

dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

urn um; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang­

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau keiurahan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan; 

b. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan 

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 

c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan rnasyarakat; 

d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum 

dan perlindungan masyarakat; 
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e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

f. Pengkoordinasian perneliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan urnurn; 

g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pernerintahan di tingkat 

kecarnatan; 

h. Pernbinaan penyelenggaraan pernerintahan desa dan/atau kelurahan; 

i. Pelaksanaan pelayanan rnasyarakat yang rnenjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belurn dapat dilaksanakan pernerintahan desa atau kelurahan; 

J. Pelaksanaan penata usahaan kecarnatan; 

k. Pengkoordinasian dan pernbinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya; 

dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b) Sekretariat Kecamatan 

Sekretariat Kecamatan rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan urusan 

urnurn, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan 

kepegawaian, dan untuk rnelaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan 

menyelenggarakan fungsi sebagi berikut : 

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan 

kecamatan; 

b. Pengelolaan administrasi perkantoran, adrninistrasi keuangan dan administrasi 

kepegawaian; 

c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat; 

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecarnatan; 

e. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan 

pemerintahan urnum di kecamatan; 

f. Pelaksanaan koordinasi, pernbinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan; 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

c) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

a) Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat surat-surat 

masuk, pendistribusian dan pengiriman surat; 

b) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kecamatan; 

c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan 

pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 

d) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penytapan rapat-rapat dinas dan 

pendokumentasiannya; 

e) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawm yang akan pensmn, 

peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 

f) Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

g) Menyiapkan bahan pegawm untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas 

pegawm; 

h) Melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan 

kecamatan; 

i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya; 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan 

tugasnya. 

d) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan 

kecamatan; 
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2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, 

meliputi urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran 

keuangan kecamatan; 

3. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan 

keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun; 

4. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji; 

5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian 

pengelolaan keuangan; dan 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesum dengan 

tugasnya. 

e) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : 

a) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan 

kecamatan; 

b) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 

lingkungan kerja kecamatan; 

c) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor; 

d) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana kantor; 

e) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan 

perbekalan; 

f) Melaksanakan pengurusan pengadaan, peny1mpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi barang-barang inventaris dinas; 
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g) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang tugasnya; dan 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang 

tugasnya. 

f) Seksi Pemerintahan 

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

bidang pemerintahan, dengan rincian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; 

b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang 

tugasnya; 

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan 

desa/kelurahan; 

d. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa; 

e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan 

antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 

f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan; 

g. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa; 

h. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan; 

i. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dari 

tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya; 

J. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah 

milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan 

pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik 

sesuai peraturan perundang-undangan; 
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k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses 

pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan 

status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; 

1. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi 

terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar 

dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya; 

m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan 

bangunan (PBB) 

n. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

seksi pemerintahan; dan 
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o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 

a. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan; 

b. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa/kel urahan; 

c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan; 

d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa I kelurahan; 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan 

pembangunan kecamatan; 
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f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah 

kerjanya; 

g. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan 

pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), dan pemberdayaan masyarakat; 

h. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan 

dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan 

produksi dan pendapatan masyarakat; 

i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; dan 
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J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya. 

h) Seksi Kesejahteraan Sosial 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan 

sosial dan kemasyarakatan; 

b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang 

tugasnya; 

c. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat 

beragama; 

d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, 

kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta 

kesejahteraan keluarga; 

e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial 

kemasyarakatan; 
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f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan; 

g. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan 

kesejahteraan sosial; 

h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang sosial dan kemasyarakatan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; dan 
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J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bi dang 

tugasnya. 

i) Seksi Ketentraman, Ketertibandan Perlindungan Masyarakat: 

Seksi Trantib dan Linmas mempunyai tugas 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 

b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang 

tugasnya; 

c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina 

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum 

pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di 

wilayah kerjanya; 

e. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam; 

f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan; 
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g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan 

tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan; 

h. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit 

masyarakat; 

i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; 
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J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

j) Kasi Pelayanan Umum 

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum 

kepada masyarakat; 

b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang 

tugasnya; 

c. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK) dan pelayanan umum lainnya. 

d. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris 

desafkelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan 

dan kesehatan masyarakat; 

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka proses perizinan, sarana kesehatan dan pernanfaatan sarana 

pelayanan umurn; 

f. Mernfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan 

umurn, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; 
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g. Melakukan koordinasian rencana program dan kegiatan peningkatan 

pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah 

lainnya di wilayah kecamatan; 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di 

tingkat kecamatan; 

t. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan umum; dan 

52 

J. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan, sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3. Visi dan Misi Kecamatan Selangit 

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan 

yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun visi Kecamatan Selangit Tahun 

2011 - 20115 adalah: 

"Terwujudnya masyarakat sehat, sejahtera dan pelayanan cepat menuju Selangit 

Darussalam." 

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi 

tanggungjawab Kecamatan Selangit. Dengan pemyataan misi diharapkan seluruh 

anggota organis;:isi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat 

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Kecamatan Selangit adalah : 

1. Memberdayakan keluarga dengan basis budaya yang bersendikan akhlakul 

karimah. 

2. Memberikan pemahaman tentang kesehatan bagi masyarakat 
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3. Meningkatkan pelayanan. 

Tujuan adalah pemyataan-pemyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. 

3. Meningkatnya stabilitas lingkungan sosial, budaya dan keagamaan menuju 

Musi Rawas Darussalam. 

4. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan. 

4. Desa Taha Renah 

Desa Taba Renah berdiri lebih kurang sejak tahun 1930, yang merupakan 

desa yang ke-12 dari Kecamatan BKL Ulu Terawas, setelah tahun 2003 

mengalami pemekaran, Desa Taba Renah masuk ke dalam wilayah Kecamatan 

Selangit. 

Pada awal berdirinya , penduduk Desa T aba Renah berasal dari pengembara 

dari Pulau Jawa, sebelum abad ke 18 Taba Renah dikenal dengan sebutan Tambun 

Tulang, yang dipimpin enam orang Gindo. Selanjutnya sekitar tahun 1980-an 

pergantian sebutan Gindo menjadi Kepala Desa. Mulai dari kepala desa pertama 

sampai dengan keempat masih dikenal dengan nama Desa Tambun Tulang. Sejak 

dipimpin oleh kepala desa kelima, Desa Tambun Tulang berubah nama menjadi 

Desa Taba Renah, sampai sekarang Desa Taba Renah telah dipimpin enam Gindo, 

lima kepala desa. 
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Luas Desa Taba Renah Kecarnatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas secara 

keseluruhan adalah 5.306,36 Ha. Secara administratif Desa Taba Renah terdiri 

dari 4 (empat) dusun dan 6 (enarn) RT, dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

•!• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Prabu Menang 

•!• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taba Gindo 

•!• Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Selangit 

•!• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Tengah 

Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 5.306,36 Ha. meliputi: 

pemukiman penduduk 30 Ha (0,56% ), tanah sawah tadah hujan 25 Ha (0,47%), 

Tanah pertanian lahan kering 1000 Ha (18,85%), Kebun produktif 4000 Ha 

(75,4% ), Lahan belum produktif251,36 Ha (4,73%). 

a. Struktur Perekonomian Desa 

Mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar adalah petani karet dan 

sawit. 

l. Data Lahan Pertanian 

Tabel 4.1 
Laban Pertanian Desa Taha Renah 

NO Sektor Pertanian Luas (Ha) Keterangan 

1 Kebun Karet Rakyat 5000 

2 Kebun Sawit 11 
,., 

Sawah 25 .) 

4 Lahan Belum Produktif 251.36 
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2. Sumber ekonomi lain. 

Tabel 4.2 
Somber Ekonomi Desa Taba Renah 

No Jenis Usaha Jumlah Keterangan 

1 Pedagang 25 

2 Temak 1 

3 Industri Rumah T angga: 

a. mebeul kayu dan kusen 3 

b. pembuatan keranjang rotan 1 

4 Bengkel 0 

5 Lain-lain 2 

3. Lembaga Ekonomi Desa, Kelompok simpan pinjam, kelompok arisan dan 

lain-lain. 

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah bagian yang sangat penting untuk kesejahteraan 

masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumberdaya manusia, karena SOM 

tidak terbatas sedang SDA sangat terbatas, data anak usia sekolah dibanding 

dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan 

dengan sarana dan prasarana belajar yang ada di desa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Taba Renah 

Data usia sekolah Sarana/prasarana Keterangan 

N 5-6 7-12 13-15 16-19 TK SD SMP SMA pp 

0 

1 100 80 50 50 - 1 1 - -
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c. Kesehatan 

Data kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut; penyakit yang paling 

banyak diderita oleh masyarakat desa Taba Renah adalah flu. Daerah genangan air 

drainase siring. Sumber air bersih masyarakat adalah air sumur. Masyarakat jika 

sakit biasa berobat di Puskesdes. Jumlah bidan 1 orang, terdapat 5 posyandu, 1 

puskesdes. Jarak Puskesmas dari desa adalah sejauh 13km, dan sekitar 30km 

untuk menuju ke Rumah sakit Dr.Sobirin. 

d. Sosial Budaya Desa 

Terdapat sekitar 426 Kepala Keluarga (KK) di Desa Taba Renah yang 

terdiri dari 1.649 jiwa perempuan dan 785 jiwa laki-laki. Penerima Raskin dan 

BLT dengan jumlah 204 orang. 

e. Prasarana dan Sarana Desa 

Tabet 4.4 
Sarana dan Prasarana Desa Taha Renah 

No Jenis sarana prasarana Panjang/Buah Kondisi 

1 Jalan Desa 3500 meter Hotmix 

2 Jembatan 2 Baik 
-·-·-·---

3 Pendidikan 

a. TK/PAUD - Belum ada 

b. SD 1 Baik 

c. SMP 1 Baik 

d. SMA - Belum ada 

4 Puskesdes 1 Baik 

5 Pasar desa 2 Baik 

6 lrigasi 

7 Listrik PLN (12 lampujln) Perlu penambahan 

8 Air bersih - PAM tidak berfungsi 

9 Koperasi - Belum ada 
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f. Pemerintahan Umum 

Pemerintahan Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi 

Rawas terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 1 orang Badan Permasyarakatan 

Desa (BPD) , 15 orang KAUR, 3 orang KADUS, 7 orang LPM, 4 RT, dan 10 

orang Hansip. 

g. Visi 

Visi adalah sebuah cita-cita atau suatu angan-angan luhur sebagai arah atau 

tujuan bersama yang berlandaskan pada kondisi dan potensi serta tantangan 

kedepan yang akan di hadapi oleh masyarakat desa, serta memperhatikan Visi 

Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Renstra Kecamatan Selangit. Maka Visi 

Pembangunan Desa Taba Renah adalah "Desa Taba Renah yang maju, mandiri 

dan sejahtera ". 

• Desa Taba Renah yang maJu memiliki arti bahwa tingkat kemakmuran 

masyarakat desa relatif lebih baik dari desa Iain yang tercermin dari tingkat 

pendapatan rata-rata masyarakat, pembangunan yang merata, perkembangan 

lembaga pranata sosial yang ditandai oleh peran serta masyarakat secara nyata 

dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan dan 

ketertiban. 

• Desa T aba Renah yang Mandiri Memiliki arti bahwa berkembangnya sumber 

daya desa yang ada dengan tidak bergantung kepada sumber daya dari daerah 

Iain, serta mampu membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah 

dan swasta untuk peningkatan kemampuan desa. 

• Desa Taba Renah yang Sejahtera Memiliki arti bahwa setiap kegiatan dan 

output dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menciptakan masyarakat 
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Desa Taba Renah yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan 

sehingga terlihat pada tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, 

kesehatan semakin membaik dan semakin baik pula kualitas masyarakat dalam 

menunaikan ibadah dan menjaga kerukunan antar umat beragama. 

h. Misi 

Misi yang diemban oleh Desa Taba Renah untuk mewujudkan Visi atau 

kehendak luhur dari seluruh Masyarakat Desa adalah: 

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan disemua segi. 

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan 

pelatihan keterampilan sumber daya supaya dapat memanfaatkan SDA lebih 

maksimal. 

3. Mewujudkan pembangunan untuk membuka seluruh akses-akses ekonomi 

baik pembangunan sarana prasarana maupun modal usaha dan keterampilan. 
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Gambar Bagan 4.2 
Struktur Perangkat Desa Taha Renah 

BPD KEPALA DESA 

Hengki DAHLAN 

SEKRET ARIS D ESA 

BUSTOMI 

KAUR PEMERINTAHAN KAUR PEMBANGU NAN KAUR UMUM 

DESV A V ANDINI SYAMSUL HILA L ALITOPAN 

I I 
KADUS I: KADUS II: KADUS Ill: KADUS IV: 

SU SANTI NOVIAWATI NIA NIRLANA TA WADI 

B. Hasil Penelitian 

1. Indikator Tingkat Kepatuhan 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari beberapa orang 

pelaksana program yang terkait dengan evaluasi implementasi pilot project 

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang e-voting Pemilihan 

Kepala Desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit. Deskripsi informan terlihat 

pada tabel berikut : 
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No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tabel 4.5 
lnforman Penelitian 

Identitas 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inforrnatika 

Kepala Dinas Catatan Sipil 

Camat Selangit 

P J. Kades Taha Renah 

Ketua Panitia desa pelaksanaan pemilihan kepala desa 

Masyarakat desa Taba Renah 

Jumlah 

60 

J um lab Orang 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

Berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 

Tahun 2013 e-voting Pemilihan Kepala Desa di desa Taba Renah dimulai dengan 

tahapan: 

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas Tingkat 

Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan 

Dalam pemhentukan panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD 

desa Taha Renah mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Bupati Musi Rawas 

Nomor 33 Tahun 2013 yakni : 

• Mengumumkan akan berakhimya masa jabatan kepala desa dan, 

mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum 

berakhimya masa jabatan; 

• Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak dihentuknya Panitia Pemilihan; 

• Menyusun rencana anggaran hiaya penyelenggaraan pemilihan dan 

mengajukannya kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Camat; 
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Anggaran biaya penyelenggaraan pemilih ditetapkan oleh kepala desa dengan 

persetujuan BPD dalam Peraturan Desa; 

Menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai dari tahapan pengumuman 

sampai dengan pelantikan; 

Melaksanakan pendaftaran pemilih, paling lama sejak 7 (tujuh) hari kerja 

setelah pembentukan panitia; 

• Meneliti, menetapkan dan pengumuman daftar pemilih sementara; 

• Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan; 

• Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon setelah 

lulus penyaringan; 

• Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat; 

• Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, 

umum, bebas, rahasia, lancar, aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil; 

• Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara; 

• Membuat berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara 

dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat; 

• Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemilihan 

kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa 

terpilih dilantik. 

Adapun Panitia Desa yang dibentuk berdasarkan SK BPD Nomor 

140/01/BPD/TBR/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Kepala 

Desa memutuskan : 
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Tabel 4.6 
Panitia Pemilihan Kepala Desa Taha Renah 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

1 2 3 4 
1 HERMAN KETUA KADUS II 

2 AJAMUDIN SEKRETARIS KAURUMUM 

3 EFENDI ARIA BENDEHARA KAUR PEMERINT AHAN 

4 BUST AMI ANGGOTA SEKRET ARIS DESA 

5 HARDIYANTO ANGGOTA KETUABPD 

6 RUSMA DERITA ANGGOTA ANGGOTA BPD 

7 M. TOBIT ANGGOTA ANGGOTABPD 

8 BAMBANG ANGGOTA ANGGOTABPD 

9 SYAMSURI ANGGOTA KAURPEMBANGUNAN 

10 HAR UN ANGGOTA KADUS I 

11 ALWI ANGGOTA KADUS III 

12 RAMAN I ANGGOTA TO KOH MASY ARAKA T 

13 ABU HAMZA ANGGOTA TOK OH MASY ARAKA T 

Sumber: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taba Renah 
Nomor: 140/01/BPD/TBR/2013 

Selanjutnya Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas yakni : 
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a) Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 

b) Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 

c) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan 

kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan 

d) Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 
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Tim Pengawas Tingkat Kabupaten terdiri dari : 

Tabel 4.7 
Tim Pengawas Tingkat Kabupaten 

NO NAMA JABATAN 

1 Drs. ALI SADIKIN, M. Si ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA 

2 H. RUDI IRA WAN, S. Sos. M.Si KEPALA BADAN 

PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T 

DAN PEMERINTAHAN DESA 

3 SUTARMIN, SH SEKRET ARIS BAD AN 

PEMBERDA YAAN MASY ARAKA T 

DAN PEMERINT AHAN DESA 

4 DODDY IRDIAWAN, S. Sos KABID PEMBINAAN 

PEMERINTAHAN DESA 

KELURAHAN BPMPD 

5 DODY TURISNO, SH. M. Si KASUBBID PEMBINAAN 

PEMERINT AHAN DAN 

ADMINISTRASI 

DESAIKELURAHANBPMPD 

6 A. RACHMAN ACHMAD, S. Sos. MM ST AF AHLI BUP A TI MUSI RAW AS 

BID ANG PEMERINT AHAN 

7 Hj. RITA MARDIAH, S. Sos. MM INSPEKTUR 

8 Drs. JEMAIN KEP ALA DIN AS PENDIDIKAN 

9 Drs. MEFT A JONI, MM KEPALA BADAN 

KESBANGPOLLINMAS 

10 MUKHLISIN, SH KEP ALA BA GIAN HUKUM SETDA 

MUSI RAW AS 

11 Ors. H. SURYADI, NZ KEPALA BAGIAN TATA 

PEMERINT AHAN SETDA MUSI 

RA WAS 

Sumber: BPMPdes Kabupaten Musi Rawas 

Selanjutnya dibentuk juga Tim Pemantau Tingkat Kecamatan yang 

mempunyai tugas : 

• Memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan 

pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan 

Calon Kepala Desa terpilih; 
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Memfasilitasi panitia dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari 

tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon terpilih; 

Membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten; 

Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian 

permasalahan; dan 

Melaporakan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati . 

Adapun Tim Pemantau Tingkat Kecamatan terdiri dari : 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabel 4.8 
Panitia Kecamatan 

Nama Jabatan 

Y udi F achriansyah, AP Camat Selangit 

Herry Akhmadi JS, SSTP Sekretaris Camat 

Eko Hama, S. Sos Kepala Seksi Pemerintahan 

Faisal, SP Kepala Seksi Pelayanan Umum 

Muhamad Din KUPT Diknas 

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Selangit 

Adapun Tugas Tim Teknis e-voting yakni : 

• Melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang 

akan dipergunakan dalam pemungutan suara; 

• Melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan uniuk dapat 

mempergunakan alat e-voting: 

• Mengunggah I memasukkan tanda gambar/ foto Calon Kepala Desa sesuai 

dengan nomor urutnya aplikasi program yang akan dipergunakan dalam 

pemungutan suara; 
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• Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-vvting s~belum 

pelaksanaan pemungutan suara; 

• Membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang 

menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan dan 

penghitungan suara; dan 

• Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

Berikutnya yang menjadi Tim Teknis Peralatan e-voting yang terdiri dari: 

Tabel 4.9 
Tim Teknis Peralatan e-Voting 

No Nam a I lnstansi I 
1. Dodi lrdiawan, S. Sos BPMPD 

2. M. Setiawan, S. Korn. M. Si DISHUBKOMINFO 

3. Tanang, SE DISDUKCAPIL 

4. Doddy Turisno, SH. M. Si BPMPD 

5. Abdul Latif, SE DISHUBKOMINFO 

6. Pangidoan Silitonga, S. IP BPMPD 

7. Rani Dianasari, S. Korn BPMPD 

8. Andriadi, A.md BPMPD 

9. Benni Mardiyansah HUMAS 

10. Ovian Susanto DISDUKCAPIL 

11. lrfan Seventhree DISHUBKOMINFO 

12. Yudi Cahyadi. S. Korn DISHUBKOMINFO 

13. Sumantri DISHUBKOMINFO 

14. Andian Kamadi. SE DISHUBKOMINFO 

15. Andika Rabama DISHUBKOMINFO 

16. Ilharn Herman. S. Korn BPMPD 

17. Andika DISDUKCAPIL 

Sumber : BPMPDes Kabupaten Musi Rawas 
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b. Pendaftaran Pemilih 

Panitia melaksanakan Pendaftaran Pemilih sesuai dengan persyaratan: 

• Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pemah kawin; 

• Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 

sebelum disahkan Daftar Pemilihan Sementara yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk; 

• Nyata-nyata sedang tidak terganggu gangguan jiwa dan ingatannya; dan 

• Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak 

pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Musi Rawas, Beliau membenarkan adanya persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam menjaring Daftar Pemilih Sementara dan Tetap. 

" Daftar pemilih harus sudah mencapai usia 17 tahun, keterangan domisili 

paling lambat 6 bulan sebelum dan juga tidak terganggu jiwanya serta tidak dalam 

kurungan pidana ". (Wawancara, 15 Maret 2016) 

" Peranan kependudukan dalam pemilihan kepala desa e-voting ini sangat 

penting mengingat sistem yang dijalankan dalam pemilu yakni adanya KTP, 

penggunaan NIK (Nomor Induk KTP) yang dimiliki oleh pemilik atau masing­

masing warga tidak bisa digunakan lagi dan juga terhubung dengan data SIAK 

(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang ada sehingga inputnya bisa 

jelas ". (Wawancara, 15 Maret 2016) 
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Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi jumlah pemilih yang ada di desa 

T aba Renah yakni sebanyak 1.16 7 orang dengan j umlah pemilih yang hadir pada 

tanggal 5 Desember 2013 dan menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 1.063 

orang. Dan jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 

104 orang. 

Berdasarkan hasil wawancara informan dalam hal ini ketua panitia desa 

Taba Renah adanya jumlah DPT ini ditentukan oleh ada kesepakatan dari panitia 

desa dan calon kepala dcsa yang menyepakati dan menetapkan Daftar Pemilih 

Tetap Sementara (DPTS) menjadi Daftar Pemilih Teknis yaitu 1.125 orang 

ditambah dengan DPT tambahan yang telah memenuhi syarat berjumlah 42 orang, 

jadi jumlah keseluruhan DPT tetap adalah 1.167 orang. 

c. Pencalonan Kepala Desa 

Dalam Pemilihan Kepala Desa Taba Renah terdapat 6 calon kepala desa 

yakni : 

1. Darmawi 

2. Sarkowi 

3. Dahlan 

4. Beny ismail 

5. Sukri 

6. Cik Den 

Adapun syarat yang diajukan yang sesum dalam peraturan Bupati Musi 

Rawas Nomor 33 Tahun 2013 yakni : 

• Surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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• Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia serta Pemerintah; 

• Tidak pemah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang 

menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

• Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 

atau sederajat; 

• Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun; 

• Sehat jasmani dan rohani; 

• Berkelakuan baik; 

• Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat 

pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami, dan istri; 

• Tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan 

dengan hukuman paling singkat 5 (lima); 

• Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

• Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; 

• Belum pemah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masajabatan; 

• Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Desa; 

• Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa: 

• Bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; 

• Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur 

dalam Peraturan Daerah; 

• Bersedia tidak terlibat narkoba. 
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Selanjutnya berkas usulan tersebut diverifikasi oleh Tim Kecarnatan untuk 

layak/tidaknya Calon Kepala Desa tersebut untuk mengikuti ajang pemilihan 

kepala desa yang diteruskan ke Panitia Tingkat Kabupaten. Dalarn ajang tersebut 

Calon Kepala Desa mempunyai hak untuk berkarnpanye dengan didasari 

peraturan yang sudah ditetapkan dan juga wajib mengikuti aturan larangan 

karnpanye yakni: 

a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Menghina seseorang, Agama, golongan dan Calon Kepala Desa; 

c) Menghasut dan mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok 

masyarakat; 

d) Menggunakan kekerasan, ancarnan kekerasan dan menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada pereseorangan dan atau kelompok masyarakat; 

e) Mengganggu keamanan, ketentrarnan dan ketertiban um um; 

f) Merusak gambar Calon lain; 

g) Menggunakan fasilitas /kantor pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, 

dan fasilitas umum lainnya; 

h) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ 

atau dengan kendaraan dijalan raya; 

i) Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Seperti yang disampaikan Camat Selangit dalam memverifikasi data calon 

kepala desa, tim kecamatan melihat kelengkapan berkas yang diajukan oleh para 

calon kepala desa dan disarnpaikan hasil dari verifikasi berkas tersebut kepada tim 

pengawas kabupaten untuk dinyatakan lulus dari tahap pemberkasan sebagai 
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syarat awal dalam pemilihan kepala desa di Desa Taba Renah Kecamatan 

Selangit. 

2. lndikator Rutinitas Fungsi 

a. E-Voting Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa Taba Renah Kecamatan 

Selangit tanggal 5 Desember 2013 menggunakan e-voting, dengan menggunakan 

prosedur operasi pemungutan suara yakni melalui tahapan dari awal pukul 08.00 

wib sampai dengan 13.00 wib, dimulai dari ketua panitia pemilihan kepala Desa 

dengan mengurnumkan kepada masyarakat pemilih untuk memulai acara 

pemilihan kepala desa, dengan tahapan: 

(a) Petugas Pin tu Masuk ( 1 ), mengatur antrian pemilih di pin tu masuk, 

menjelaskan cara pemungutan suara dengan e-Voting, menertibkan pemilih, 

misalnya tidak bergerombol didalam ruangan dan tidak menutupi 

pandangan saksi atau masyarakat yang ingin melihat proses pemungutan 

suara dari luar area. 

(b) Ketua Panitia (2) 

• Melakukan verifikasi pemilih dengan memeriksa Surat Undangan dari 

Panitia atau Kartu Keluarga yang dibawa oleh pemilih, dan sebagainya. 

• Memastikan apakah pemilih sudah dianggap sah sebagai pemilih sesuai 

dengan DPT atau daftar pemilih tambahan, jika sudah sah, maka 

( c) Petugas Opertor (3 ), 

• Melakukan generate V-token pada smartcard, memberikan smartcard­

token kepada pemilih; 
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• Menunjukkan pemilih untuk menuju ke bilik yang masih atau telah 

kosong ( dipastikan tidak ada seorangpun berada di dalam area bilik 

suara). 

(d) Petugas Bilik (4), 

• Mernbantu pemilih memasukan Smartcard-token kedalam Smartcard 

Reader di meja bilik. 

• Menyilakan pemilih memasuki area bilik suara, menanyakan kepada 

pemilih "Apakah sudah keluar gambar calon ?". Ulangi pertanyaan 

tersebut beberapa saat jika pemilih tidak menjawab atau menjawab 

"belum terlihat". 

• Jika pemilih menjawab "sudah", pemilih diminta segera melakukan 

pemungutan suara, mengambil kertas struk hasil pilihannya, merneriksa, 

dan memasukkan kedalam kotak audit. 

• Jika sekitar 1 (satu) menit, layar monitor tidak mengeluarkan gambar 

calon (pemilih perlu ditanya beberapa kali), maka petugas segera 

melapor ke ketua panitia. Ketua panitia segera meminta admin (Tim 

Teknis) untuk memeriksa atau memperbaiki perangkat yang bermasalah. 

• Memastikan bahwa pemilih telah memasukkan kerts struk hasil pilihan 

ke Kotak Audit, dan menyilakan pemilih segera menuju ke meja tinta. 

• Setelah pemilih memasukkan kertas struk kedalam kotak audit, petugas 

diperbolehkan mencabut smartcard dari smartcard reader, meletakkan 

ditempat yang telah disediakan. Jika sudah terkumpul cukup banyak, 

menyerahkannya ke Petugas Operator (3) dimeja Verifikasi. 

(e) Petugas Tinta dan Pintu Keluar (5) 
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• Menyilakan pemilih mcncclupkun jarinya ketinta dimeja tinta dan 

mempersilakan pemilih keluar area TPS. 

Selanjutnya pada pukul 13.00 wib diadakan penutupan suara dan 

penghitungan suara elektronik dengan tahapan: 

(a) Ketua PANITIAJKPPS: 

• Mengurnurnkan kepada masyarakat bahwa pemungutan suara telah 

selesai dilaksanakan. 

• Petugas pentayangan hasil perolehan suara, menyiapkan LCD projector 

dan komputer/laptop untuk menayangkan hasil perolehan suara agar 

masyarakat dapat melihat hasilnya. 

• Menyilakan para Calon/Saksi menuju ke bilik suara untuk menyaksikan 

Penutupan Pemungutan Suara. 

• Memerintahkan admin dan opertor memasang keyboard dan mouse pada 

masing-masing perangkat e-voting /bilik clan melakukan penutupan 

pemungutan suara dengan disaksikan oleh Ketua Panitia/KPPS serta para 

Calon/Saksi. 

• Admin atau operator menunjukkan hasil perolehan suara pada monitor e­

voting kepada Ketua KPPS dan para Saksi serta mencetak kertas struk 

perolehan suara sebanyak .... Kali untuk ditandatangani masing-masing 

oleh Ketua Panitia/KPPS serta para Calon/Saksi. 

• Ketua Panitia/KPPS mengumumkan hasil perolehan suara setiap 

perangkat/bilik kepada Masyarakat. 

• Petugas menayangkan hasil perolehan suara yang disebutkan oleh Ketua 

Panita/KPPS sehingga masyarakat dapat melihatnya. 
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(b) Ketua Panitia/KPPS dan puru Calon/Saksi menandatangani berita acara hasil 

perolehan suara dan hasil perhitungan suara elektronik, dengan lampiran 

masing-masing kertas cetak struk hasil suara. Berita Acara diserahkan ke 

Ketua Panitia/KPPS dan para Calon/Saksi. 

(c) Perhitungan Manual (Jika diperlukan) 

Ketua KPPS, perlu mengumurnkan kepada masyarakat dan saksi, bahwa 

menurut tata tertib pemilihan kepala desa Taba Renah, dalam pasal 11 poin 

3 huruf d, disebutkan bahwa jika terjadi ketidak sesuaian antara basil 

perhitungan elektronik dengan hasil perhitungan kertas maka yang dianggap 

sah adalah basil perhitungan secara elektronik. 

Kemudian penutup, ketua panitia/KPPS mengumumkan bahwa seluruh 

rangkaian proses pemungutan suara pada pemilihan kepala desa Taha Renah pada 

hari ini tanggal 5 Desember 2013 telah selesai dilaksanakan. Diumumkan juga 

hasil perolehan suara dan rekapitulasi kehadiran pemilih. Hasil pemungutan suara 

ditulis pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan para 

Saksi. 

3. lndikator Dampak dan Kinerja 

Adapun hasil perolehan suara elektronik pada pemilihan kepala desa di desa 

Taha Renah, Kecamatan Selangit Kahupaten Musi Rawas tanggal 5 Desemher 

2013 jam: 13.35 wih yakni: 

TPS No l (Bilik I) 

Jumlah total : 386 suara 

J umlah sah : 3 86 suara 

1. Darmawi : 60 suara 
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2. Sarkowi : 24 suara 

3. Dahl an : 113 suara 

4. Sukri 97 suara 

5. Cik Den 71 suara 

6. Beny Ismail 19 suara 

Suara kosong: 2 suara 

TPS 1 (Bilik 2) 

Jumlah total : 362 suara 

Jumlah sah : 362 suara 

1. Darmawi 54 suara 

2. Sarkowi 24 suara 

3. Dahl an : 101 suara 

4. Sukri 97 suara 

5. Cik Den 68 suara 

6. Beny Ismail 18 suara 

TPS 1 (Bilik 3) 

Jumlah total : 315 suara 

Jumlah sah : 315 suara 

1. Darmawi 44 suara 

2. Sarkowi 18 suara 

3. Dahl an : 100 suara 

4. Sukri 83 suara 

5. Cik Den 47 suara 

6. Beny Ismail 23 suara 
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Dari hasil perolehan tersebut, pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan 

oleh nomor urut 3 (tiga) yakni Dahlan dengan kemenangan suara peroleh 314 

suara. 

Dari basil pemilihan tersebut didapat proses penghitungan suara yang cepat, 

penghematan kertas, meminimalisir bentuk keuangan, dan pemilihan kepala desa 

lebih praktis dan damai. 

4. Indikator Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan e-voting 

Dalam pemilihan kepala desa metode e-voting, menurut ketua tim 

kabupaten dalam hal ini kepala BPMPdes menilai bisa berjalan dengan baik 

berkat kerja sama seluruh Tim e-voting yang ada dan tentunya dengan koordinasi 

yang terarah dan sesuai dengan SOP yang ada. 

Akan tetapi, masih menurut Beliau hal ini tidak luput dari kendala yang ada 

seperti misalnya komunikasi, sumber daya, koordinasi dan struktur yang ada. 

Berdasarkan Teori Edward C III (Winarno,2005,p: 150) yakni terdapat 4 variabel : 

1. Struktur birokrasi : Standard Operational Procedure (SOP) merupakan 

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta 

kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. 

Fragmentasi (Winamo,2005,p: 155) adalah penyebaran tanggung jawab 

suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan 

koordinasi. 

Menurut kepala BPMPdes, pelaksanaan e-voting telah didasari dengan SOP 

yang ada dan sesuai dengan pedoman yang ada dalan1 peraturan Bupati Musi 

Rawas Nomor 33 Tahun 2013. Seperti contohnya dengan struktur birokrasi yang 

ada dalam hal ini terdapat Tim e-voting dengan tugas yang jelas dan penyesuaian 
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waktu yang ada. "Dalam metode e-voting ini, kendala struktur birokrasi kita harus 

selektif dalam menempatkan personil dan menjalankan SOP yang ada, tentunya 

semua tim harus tahu tugas dan langkah apa yang akan diambil". (Wawancara, 16 

Maret 2016) 

"Sedangkan pada variabel fragmentasi, dalam pemilihan kepala desa metode 

e-voting kendalinya memerlukan koordinasi yang jelas karena Tim e-voting ini 

dari lini terkecil yakni Panitia desa, Tim Kecamatan, Tim Teknis e-voting, dan 

Tim Pengawas Kabupaten harus bersinergi dalam mencapai tujuan yang sama". 

(Wawancara, 16 Maret 2016) 

Menurut Beliau koordiansi sangat dibutuhkan mengingat pentingnya tujuan 

yang akan dicapai, koordinasi di lapangan harus sesuai dengan waktu yang 

dijadwalkan. 

2. Sumber daya 

Menurut Edward C III (Agustino,2006,p: 158-159) indikator yang digunakan 

untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan 

terdiri dari : 

1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau 

pegawai (street level bureaucrats) kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijkan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak 

cukup memadai, mencukupL ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. 

Pada pemilihan kepala desa e-voting ini, menurut kepala BPMPdes Tim 

Teknis e-voting (operator) telah mengikuti diklat di BPPT di Jakarta dan sudah 

disertifikasi terlebih dahulu oleh BPPT untuk uji kemampuan dan keahliannya 

dalam mensimulasi, mengoperasionalkan peralatan yang ada dalam e-voting. 
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Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, aplikasi 

pemilu elektronik BPPT dibuat menggunakan bahasa pemograman java 

(berekstensi jar), dengan alasan agar aplikasi ini bisa berjalan di sistem operasi 

windows maupun di linux. Database aplikasi menggunakan java derby. Terdiri 

dari 2 aplikasi java: 

);;;> Aplikasi Generator (.jar) 

);;;> Aplikasi Evoting (.jar) 

Dalam pelaksanaannya menurut ketua panitia desa, membenarkan bahwa 

operator (dari Tim Teknis e-voting) harus cepat tanggap dalam memperbaiki 

peralatan yang ada, seperti terjadi di lapangan pada saat pemilihan berlangsung 

dalam catatan panitia pelaksanaan, ada perbaikan kartu smartcard yang tidak 

mempunyai gambar, struk/kertas print out yang tidak keluar sehingga perlu 

antisipasi yang cukup untuk kesalahan yang lebih fatal. Akan tetapi secara 

keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung lancar. 

2) Informasi. Terbagi dalam dua bentuk yakni: pertama, informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, kedua, informasi 

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 

pemerintah yang telah ditetapkan. 

Menurut kepala BPMPdes informasi dalam peraturan Bupati sudah jelas dan 

telah disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing sehingga dalam menjalankan 

kebijakan ini arah yang ingin dicapai jelas. 

3) Wewenang merupakan otoritas atau legisimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksankan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 
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Secara keseluruhan wewenang dalarn melaksanakan pemilihan kepala desa 

secara e-voting bersifat formal, mulai dari keabsahan Tim maupun undangan 

dalarn launcing e-voting dan simulasi e-voting dilakukan dengan formal. 

4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalarn implementasi 

kebijakan. Pemilihan kepala desa dengan metode e-voting mempunyai alat 

yang terdiri dari : 
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Tabel 4.10. Peralatan £-Voting 

No Rincian Belanja/Spesifikasi Volume Satuan 
1 Komputer Note Book 2 Unit 

- Intel 2955U 1,4 GHz) 
- RAM DDR3 2 GB, HDD 500 GB 
- DVD-RW, WiFi, Webcam 
- Screen 14 " LINUX 

2 Printer Inkjet 5 Unit 
- Dimensions scan or copy 8,5 height and 11,7 

widht 
- Scanner bit depth 48-bit internal 
- Width 17,5 inches 
- Depth 13, 1 inches 
- Height 6, 1 inches 

3 Printer Scanner IF otocopy IF ax 2 Unit 
- 1,9" Colour LCD 
- Built-in Wireless Network-802, 11 b/g/n 
- Individual Ink Catridges 
- Up to 100 Sheet Paper Capacity 
- Automatic Document Feeder 
- Hi-Speed USB 2,0 Interface 
- 40 MB Memory 
- Printing & Scanning Software Included 
- PC - Fax Sending 

4 Printer Dot Matrik 1 Unit 
- Built in serial, parallel and USB Interfaces 
- Handles up to 5 part forms 
- Prints up to 34 7 characters per second 
- Compact design saves counter space 
- Energy Efficiency model for less power 
- Consumption 

5 PC All-In One Ram 2 GB Display 15 Inc 8 Unit 

6 Tas Koper 7 Buah 

7 Kabel Extention 8 Buah 

8 Printer Type Pos (Thermal) 6 Unit 

9 Kertas Thermal 12 Roll 

10 Smart Card Reader ACR38 8 Buah 

11 Smart Card SLE5542 Memory Card 800 Keping 

12 Acci 60A + Kabel dan Penjepit 8 Set 

13 Inverter Jumper l 50-500W 8 Buah 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi 
Raw as 
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Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Musi Rawas, sistem e-voting mempunyai aplikasi Vtoken Generator 

sebagai pemenuhan azas demokrasi, hanya dapat memilih satu kali, dengan 

penggunaan struk audit (VVPAT/ Voter-Veriable Paper Audit Trail) yang berupa 

secarik kertas berpengaman yang dimasukkan ke dalam kotak suara atau secarik 

kertas yang tersimpan di dalam kaca tetapi dapat dilihat oleh panitia sebelum 

masuk ke kotak audit. 

Jadi, menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

kemenangan terjamin dan memiliki rekam jejak audit. Akan tetapi perangkat e­

voting ini masih minim sehingga belum bisa melakukan pemilihan kepala desa 

serentak jadi masih secara bertahap tidak semua desa dilakukan dalam waktu 

bersamaan tetapi dilakukan bergiliran dan ini menjadi pertimbangan akan 

penambahan alat e-voting lagi untuk tahun 2016. 

3. Disposisi. Menurut Edward C III (Agustinus,2006,p : 159-160), terdiri dari 

1. Pengangkatan birokrasi disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila 

personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh 

pejabat-pejabat yang lebih jelas. " Dalam pemilihan Tim Teknis e-voting ini 

harus berintegrasi, jujur dan taat SOP" (Wawancara Kepala BPMPdes, 16 

Maret 2016). 

Menurut Kepala BPMPdes, Tim Teknis ini terdiri dari PNS Infokom, Dukcapil 

dan BPMPdes yang disetiap TPS ada 2 orang yang harus bertanggung jawab 

terhadap tugasnya. jujur dan taat terhadap SOP. 
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2. Insentif merupakan salah satu teknis yang disarankan untuk mengatasi 

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada 

dasarnya orang bersejarah berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka 

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan 

para pelaksana kebijakan. 

4. Komunikasi, menurut Edward C III (Agustini,20016,p: 157-158) 

mengemukakan 3 variabel yakni: 

1. Tranmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implmentasi yang baik pula, seringkali terjadi masalah dalam penyaluran 

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang 

disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses 

komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terditorsi di tengah jalan. 

Berdasarkan wawancara dengan Camat Selangit komunikasi antar tim 

dengan transmisi (penyaluran komunikasi) bisa dilaksanakan dengan baik tetapi 

yang menjadi kendala transmisi kepada masyarakat desa Taba Renah Kecamatan 

Selangit. "Di lapangan kami bekerjasama dengan tim lainnya harus menyesuaikan 

kebiasaan masyarakat desa Taba Renah, sehingga dalam menentukan waktu 

sosialisasi dan simulasi e-voting disesuaikan dengan jam masyarakat yakni 

dilaksanakan sore hari karena pada umumnya masyarakat bekerja di kebunnya". 

(Wawancara, 15 Maret 2016) 

Masih menurut Camat Selangit, dalam mendekati masyarakatpun harus 

mempunym trik tersendiri seperti penyesuaian bahasa daerah (bahasa khas 

Selangit) dan perlu kesabaran dan ketekunan dalam menyalurkan komunikasi 
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sehingga masyarakat Desu Taba Renah bisa memahami dengan jel;:is apa yang 

akan mereka lakukan saat menggunakan alat e-voting. 

Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Taba Renah. Menurut 

ketua panitia desa, masyarakat antusias menyambut pemilihan kepala desa ini, dan 

mereka cukup cepat dalam memilih karena tinggal menekan gambar calon kepala 

desa yang dipilih sesuai pilihannya masing-masing. Berdasarkan catatan 

pelaksana panitia desa, ada beberapa pemilih yang memiliki kekurangan (faktor 

usia/lansia, rabun mata) yang meminta ditemani anaknya/saudaranya untuk 

memberikan hak suaranya kepada calon kepala desa yang dipilihnya. 

Begitu juga menurut pendapat masyarakat desa Taba Renah mereka lebih 

antusias dalam mencoba alat baru dan berupaya untuk memberikan hak pilihnya 

terhadap calon kepala desa yang menjadi pilihannya. "Idak susah Bu, cuma 

tinggal tekan gambar calon kepala desa, terus keluar struk dan struknya 

dimasukan kedalam kotak, waktunya cepat, idak lamo". (Wawancara masyarakat, 

17 Maret 2016) 

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street­

level-bereaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak 

ambigu/mendua. 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa metode e-voting ini jelas karena 

pedoman dan petunjuk teknis dari BPPT dan peraturan Bupati sudah disesuaikan 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. "Dari tahapan 

awal perencanaan (pembentukan tim) sampai pada pelaksanaan hari "H" e-
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voting, konsistensi dalam hal ini perintah dan arahannya jelas dan satu 

komando tidak ada perintah yang nyeleneh". (Wawancara kepala BPMPdes, 

16 Maret 2016) 

Menurut Beliau jika perintah tidak jelas memang bisa menghambat karena tidak 

ada arah yang jelas. Akan tetapi sesuai dengan peraturan Bupati dan SOP yang 

ada maka semuanya bisa berjalan dengan baik. 

C. Pembahasan 

Berikut akan dibahas mengenai evaluasi implementasi Peraturan Bupati 

Musi Rawas Nomor 33 tentang e-voting Pemilihan Kepala Desa di desa Taba 

Renah Kecamatan Selangit. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu 

bagaimana keefektivan implementasi Pilot Project Peraturan Bupati Musi Rawas 

Nomor 33 Tahun 2013 di Desa Taba Renah Kecamatan Selangit?, kedua yakni 

faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan 

peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 di Desa Taba Renah 

Kecamatan Selangit? 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Ripley and Franklin yang 

mengemukakan tiga variabel yang dikaitkan pada evaluasi implementasi. 

Peraturan Bupati Musi Rawas terhadap e-voting pemilihan kepala desa 

yakni sebagai berikut: 

1. Kinerja lmplementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang e­

Voting Pemilihan Kepala Desa di Desa Taha Renah Kecamatan Selangit 

a. Kepatuhan 

Pada variabel kepatuhan adapun indikator yang digunakan terkait dengan 

evaluasi implementasi e-voting pemilihan kepala desa di desa Taba Renah 
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Kecamatan Selangit adalah tahapan perencanaan dan tahapan pengawasa. Pada 

tahapan perencanaan yakni dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan kepala 

desa yang terdiri dari: Tim Pengawas Tingkat Kabupaten, Tim Pemantau 

Kecamatan, Panitia Desa, dan Tim Teknis e-voting. Peneliti mewawancarai 

informan di Kecamatan Selangit dalam hal ini Camat selaku Panitia Tim 

Pemantau Kecamatan. Berdasarkan wawancara, Panitia Tim Pemantau Kecamatan 

melakukan kegiatan verifikasi dan evaluasi berkas calon kepala desa yang telah 

mendaftarkan diri dan disampaikan kepada Tim Pengawas Kabupaten dalam hal 

ini BPMPdes. 

Selanjutnya setelah diverifikasi dan di tentukan layak, masing-masing calon 

kepala desa menentukan nomor urut yang akan menjadi nomor bagi calon kepala 

desa yang ditentukan dengan rapat pemilihan kepala desa yang dalam hal ini 

panitia desa pemilihan kepala desa Taha Renah, yang hasilnya dikoordinasikan 

bersama Tim Pemantau Kecamatan dan disampaikan kepada Tim Pengawas 

Kabupaten. 

Tingkat kepatuhan pada tahapan pengawasan merupakan hal pokok yang 

penting dalam pelaksanaan e-voting. Pengawasan ini dilihat dengan Tupoksi 

masing-masing tim dalam melaksanakan tugasnya. Adapun sebagai Tim yakni 

tingkat kabupaten yang mengawasi jalannya pemilihan kepala desa e-voting. 

menurut salah satu informasi yakni Kepala Badan PMPdes, e-voting bisa 

dilaksanakan dengan baik apabila setiap tim bertanggung jawab terhadap 

Tupoksinya dan koordinasi di lapangan baik kendala maupun hambatan bisa 

diminimalisir, karena dari tahap awal sampai penetapan kemenangan pemilihan 
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kepala <lt:sa diawasi bersama baik dcngan Tim Teknis e-voting, Tim Pemantau 

Kecamatan dan Panitia Desa. 

Masih menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa, pengawasan juga melibatkan masyarakat desa Taba Renah Kecamatan 

Selangit yang bisa melaporkan bila ada kejanggalan yang terjadi saat proses 

pemilihan Pilkades berlangsung sehingga bisa segera ditindak lanjuti kebenaran 

laporannya. 

b. Rutinitas Fungsi 

Adapun untuk variabel rutinitas fungsi yakni pada tahapan proses 

pelaksanaan peraturan Bupati tersebut yakni dilihat dari indikator kelancaraan 

fungsi yang mendukung pelaksanaan e-voting tersebut. Dimulai dari tahapan 

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam hal ini informan sebagian 

besar memberikan masukan kepada kecamatan khususnya Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas untuk lebih melengkapi jumlah peralatan e-voting sehingga bisa 

dilakukan e-voting secara serentak dan bertahap. 

Peningkatan kapasitas operator/petugas operator e-voting (Tim Teknis 

Peralatan) sangat diperlukan dalam melaksanakan e-voting pada pemilihan kepala 

desa. Seperti yang disebut dalam simulasi alat e-voting petugas juga telah dilatih 

terlebih dahulu oleh BPPT sehingga bisa mensimulasi apa yang akan dilaksanakan 

dan apa yang akan dilakukan pada saat proses penghitungan suara. 

Sebagaimana disampaikan oleh ketua panitia desa. pada saat pemilihan 

berlangsung peranan petugas operator sangat signifikan karena dalam 

pengoperasian alat harus ditunjang dengaan kemampuan dan keahlian yang ada, 

seperti yang ditemukan pada saat pemilihan berlangsung, adanya perbaikan kartu 
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smurtcard, menukar kartu baru, adanya penukaran tersebut dikarenakan 

smartcard tidak menampilkan gambar, adanya perbaikan printer yang kertasnya 

tidak keluar. 

c. Dampak dan Kinerja 

Pada variabel dampak dan kinerja indikatomya yakni pada tahapan 

pengawasan dan evaluasi, dimulai dari kesesuaian antara hasil e-voting dengan 

tujuan yang hendak dicapai dengan pemilihan kepala desa menggunakan metode 

e-voting. Dalam hasil e-voting yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 

2013 berlangsung dari pukul 08 .00 dan berakhir pada pukul 13 .15 dan pada pukul 

13.39 bisa diketahui pemenangnya. Seperti yang disampaikan oleh Camat 

Selangit proses penghitungan suara cepat karena hasilnya bisa terlihat langsung 

dari monitor layar dan hasilnya tidak bisa direkayasa karena setelah memilih 

langsung keluar kertas struk/print out dari pemilih bersangkutan. 

Dampak yang sangat dirasakan dalam e-voting pemilihan kepala desa adalah 

pemilihan kepala desa secara praktis, hemat waktu, hemat kertas dan juga hasilnya 

lebih transparan sehingga pemilihan dapat berlangsung damai, dan tentunya tidak 

merepotkan panitia dalam menanggapi sanggahan hasil pemilihan yang ada, dan 

secara langsung Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat memaksimalkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Peraturan Bupati 

Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 

a. Struktur Birokrasi 

Pada variabel struktur birokrasi ini terdapat beberapa indikator yang 

mempengaruhi yakni SOP dan Fragmentasi. Pada indikator SOP, menurut Kepala 
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BPMPdes pelaksanaan e-voting telah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 33 

Tahun 2013 dan SOP dalam prosedur penghitungan suara dari BPPT, dan juga 

menempatkan personil yang cakap dan kompatibel dalam pengguanan alat e­

voting. 

Seperti yang telah disampaikan Kepala BPMPdes dan Kepala Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, bahwa setiap tim harus jelas 

tupoksinya, baik sebagai Tim Pengawas Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, 

Tim Panitia Desa, dan Tim Teknis e-voting. Sehingga memudahkan dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing. 

Kendala yang dihadapi jika tim tidak menaati SOP akan tetapi pada saat 

pelaksanaan semua tim bisa menaati SOP yang ada. Dan juga pada Indikator 

Fragmentasi (koordinasi), dalam pemilihan kepala desa e-voting ada kendala dari 

segi jarak yang cukup jauh akan tetapi bisa diminimalisir dengan kemajuan 

teknologi yakni handphone sehingga antara Tim Kabupaten, dan Kecamatan 

maupun Panitia Desa bisa bersinergi dengan baik dan koordinasi bisa berjalan 

dengan maksimal. 

b. Sumber Daya 

Dalam variabel sumber daya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, 

yakni: staf. informasi, wewenang dan fasilitas. Pada indikator staf, dalam hal ini 

Pegawai atau Tim yang bekerja pada pemilihan kepala desa e-voting ini 

diperlukan personil yang kompeten dan kapabel. Sebagai Tim Teknis e-voting 

(operator)terlebih dahulu harus disertifikasi oleh BPPT sehingga bisa menguasai 

alat dan juga mkengetahui tugasnya. Semua Tim harus mempunyai integritas yang 

tinggi, jujur dan taat SOP. 
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Tidak berbeda jauh dengan indikator informasi yang harus jelas antara ini 

kebijakan dan cara melaksanakannya. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas 

Nomor 33 Tahun 2013, secara keseluruhan Tupoksi Tim, dan tata cara pemilihan 

Pilkades sudah disebutkan denganjelas. 

Dalam indikator wewenang juga telah dilaksanakan kewenangan yang 

bersifat formal mulai dari keabsahan tim, undangan dalam kegiatan launcing dan 

simulasi e-voting. 

Indikator yang terakhir yakni fasilitas. Adapun sarana penunJang dalam 

pemilihan kepala desa e-voting ini yakni alat yang digunakan masih sedikit 

sehingga perlu adanya penambahan alat, karena dalam pelaksanaannya pemilihan 

kepala desa belum bisa dilakukan serentak, masih dilakukan secara bergilir, dari 

desa ke desa lainnya. 

c. Disposisi 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yakni pengangkatan birokrasi dan 

insentif. Adapun sikap pelaksanaan dalam hal ini Tim Teknis e-voting harus 

berintegritas, jujur dan taat SOP, yang terdiri dari PNS lnfokum, Dukcapil dan 

BPMPdes. 

Insentif ataupun Honor merupakan teknik untuk memberikan nilai bagi Tim 

yang bergabung dalam e-voting mulai dari Panitia Desa, Tim Pemantau 

Kecamatan, Tim Kabupaten, dan Tim Teknis. Semuanya dikasih insentif untuk 

menunjang pekerjaan mereka. 

d. Komunikasi 

Dalam variabel komunikasi terdiri dari 3 indikator yang mempengaruhi 

yakni Tranmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi. Pada 
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pelaksanaan e-voting sendiri, harus melihat adat kebiasaan masyarakat desa Taba 

Renah Kecamatan Selangit. Karena kendala waktu sosialisasi dan simulasi e­

voting hams mengikuti jam kerja masyarakat yang pada umumnya banyak bekerja 

di kebun, jadi hams mencari waktu yang cocok untuk kegiatan simulasi. 

Faktor bahasa sehari-hari yang digunakan juga menjadi hal yang perlu untuk 

dijadikan alat dalam penyampaian komunikasi, Tim Pemantau Kecamatan, Tim 

Teknis e-voting dan Panitia Desa diharuskan menggunakan bahasa daerah 

sehingga masyarakat desa Taba Renah bisa mengerti dan memahami apa yang 

disampaikan dan bisa beradaptasi dengan kebijakan barn. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun kesimpulan penelitian ini hanya membahas Kinerja Implementasi 

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang e-voting pemilihan kepala desa di 

desa Taha Renah Kecamatan Selangit yakni: 

1. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang e-voting 

pemilihan kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit berjalan dengan 

efektif dilihat dari : 

a) Tingkat kepatuhan yang terjadi dalam 2 indikator yang mempengaruhi yakni 

tahapan perencanaan dan tahapan pengawasan. Adapun pada tahapan 

perencanaan dalam kinerja implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 

2013 diawali dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa, Tim 

Pengawas Kabupaten, Tim Pemantau Kecamatan, dan Tim Teknis e-voting 

sedangkan pada tahapan pengawasan dilihat dari pendaftaran pemilih yang 

menggunakan E-KTP dan sesuai dengan syarat sebagai pemilih, calon 

kepala desa yang juga menuruti syarat yang dipedomani dan dinyatakan 

lulus dari tahap verifikasi: 

b) Rutinitas fungsi dilihat dari dimensi tahapan proses pelaksanaan e-voting 

yang menggunakan prosedur operasi pemungutan suara mulai dari awal 

pemilihan sampai dengan selesai pemilihan yakni dengan tahap pembukaan 

dari pukul 08.00 wib dengan diawall dari ketua panitia mengumumkan 

pemilihan kepala desa dan diakhiri dengan penutupan pada pukul 18.00 wib. 
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c) Dampak dan kinerja e-voting yang dilihat dari dimensi evaluasi kinerja yang 

dihasilkan dari pemilihan kepala desa dengan metode e-voting di desa Taba 

Renah memberikan hasil yang lebih cepat, transparan dan efisien dalam 

meminimalisi biasa penghematan kertas serta mempunyai rekan jejak. 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati 

Nomor 33 Tahun 2013 antara lain: 

( 1) Kemampuan dari tim teknis yang berkompeten di bidangnya yang telah 

memiliki sertifikasi dari BPPT; 

(2) Dukungan dari tim kerja baik dari Tim Kabupaten, Kecamatan, Panitia, 

desa, dan Tim Teknis e-voting; 

(3) Adanya kebijakan yang mendukung, dan mau berkomitmen untuk 

mewujudkan pemilihan kepala desa praktis. 

(4) Beban kerja yang banyak melebihi kapasitas yang ada; 

(5) Jadwal sosialisasi yang tidak harmonis dengan kegiatan masyarakat desa 

Taba Renah. 

B. Saran 

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa e-voting, hal-hal yang 

perlu direkomendasikan yaitu: 

a. Penambahan alat e-voting diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala 

desa serentak; 

b. Perlunya pegawai yang berkompteten dalam teknologi e-voting ini sehingga 

bisa mengikuti kecanggihan teknologi yang ada. 
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1. Kepala BPMPdes 

LAMPIRAN I 

PEDOMAN WA WAN CARA 

a) Apa yang melatar belakangi pemilihan kepala desa menggunakan metode e­

voting? 

b) Hal-hal apa saJa yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala desa 

dengan metode e-voting ? 

c) Pihak mana saja yang terlibat dalam pemilihan kepala desa dengan metode 

e-voting? 

d) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan penunjang dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode e-voting ? 

e) Bagaimana kondisi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Taba 

Renah Kecamatan Selangit ? 

f) Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan ? 

2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

a) Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan pemilihan kepala 

desa dengan metode e-voting? 

b) Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam pemilihan 

kepala desa e-voting? 

c) Aplikasi apa yang digunakan dalam pemilihan kepala desa metode e-voting 

'1 

d) Apa saJa faktor yang menjadi penghambat dan penunJang dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan metode e-voting? 
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e) Bagaimana hasil dari e-voting dan harapan ke depannya? 

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

a) Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan kepala desa dengan 

metode e-voting? 

b) Apa saja yang menjadi syarat dalam penentuan dapat ? 

c) Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan 

kepala desa metode e-voting? 

d) Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah melaksanakan pemilihan 

kepala desa e-voting? 

4. Camat Selangit 

a) Bagaimana antusias warga desa Taha Renah dalam Pilot Project pemilihan 

kepala desa metode e-voting ? 

b) Apa saja yang dilakukan Tim Pemantau Kecamatan dalam pelaksanaan 

pemilihan kepala desa e-voting? 

c) Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan tim-tim lainnya ? 

d) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang pelaksanaan 

pemilihan kepala desa e-voting? 

e) Bagaimana hasilnya setelah menggunakan metode e-voting? 

f) Apa harapan kedepannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa metode 

e-voting? 

5. PJ. Kepala Desa Taha Renah 

a) Bagaimana persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa metode e­

voting? 
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b) Bagaimana koordinasi dengan Tim Kecamatan Kabupaten dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa ? 

c) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini? 

d) Bagaimana tanggapan masyarakat desa Taba Renah? 

e) Bagaimana hasil e-voting pemilihan kepala desa, apa sesuai dengan yang 

diharapkan ? 

6. Ketua Panitia Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

a) Bagaimana persiapan dalam pemilihan Pilkades metode e-voting? 

b) Apa saja yang menjadi tugas panitia desa ? 

c) Apa saja yang terjadi dilapangan dalam proses pemilihan Pilkades? 

d) Apakah sudah sesuai dengan SOP pemungutan suara ? 

e) Apa saja faktor penghambat dan penunjang dalam pemilihan kepala desa di 

desa Taba Renah ? 

f) Bagaimana hasil dari pemilihan kepala desa dengan metode e-voting? 

g) Apakah berbeda dengan pemilihan kepala desa sebelumnya? 

7. Masyarakat Desa Taha Renah 

a) Apakah e-voting mudah digunakan? 

b) Apakah saudara percaya hasil perolehan suara menggunakan e-voting? 

c) Bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan metode e-voting dalam 

pemilihan kepala desa ? 

d) Apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa e-voting? 

e) Apakah saudara setuju menggunakan e-voting lagi dalam pemilihan kepala 

desa? 
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NO Nama Informan 

1. Daftar Pertanyaan 

Daftar J awaban 

LAMPIRANII 

HASIL WAWANCARA 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas. 

H. RUDI IRAWAN, S. Sos. M. Si 

a. Apa yang melatar belakangi pemilihan kepala desa 
menggunakan metode e-voting? 

b. Hal-hal apa saJa yang perlu dipersiapkan dalam 

pemilihan kepala desa dengan metode e-voting? 
c. Pihak mana saja yang terlibat dalam pemilihan kepala 

desa dengan metode e-voting? 
d. Apa sap yang menjadi faktor penghambat dan 

penunjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 

dengan metode e-voting ? 

e. Bagaimana kondisi pada pelaksanaan pemilihan 

kepala desa di desa Taba Renah Kecamatan Selangit? 

f. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan ? 

a. Adanya efisiensi anggaran dan pemilu yang praktis 

serta dukungan Undang-Undang ITE Tahun 2005, 

Pasal 5 yang menyebutkan bahwa lnformasi 

elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetaknya 

bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah, maka 

adanya revisi terhadap peraturan daerah Kabupaten 

Musi Rawas No 9 Tahun 2010 tentang tata cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa menjadi Peraturan Bupati 

No 33 Tahun 2013 yakni pemilihan kepala desa 

dengan metode e-voting. 
b. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan, kami 

membentuk semua tim yang terlibat langsung dalam 

pemilihan kepala desa yakni Tim Pengawas 

Kabupaten, Tim Teknis e-voting, Tim Pemantau 

Kecamatan, Tim Panitia Desa dan Juga adanya 

pedoman dari BPPT dalam SOP penghitungan suara. 

Dari Tim Teknis e-voting disiapkan PNS kita yang 

berkompeten mengikuti diklat dan disertifikasi oleh 

BPPT. Adanya simulasi dan sosialisasi yang semua 

tim terjun langsung untuk menerapkan langsung 

kebijakan tersebut pada masyarakat desa dalam hal ini 
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2. Nama lnforman 

Daftar Pertanyaan 

Daftar Jawaban 

desa Taha Renah Kecamatan Selangit sebagai Pilot 
Project. 

c. Semua unsur terlibat, baik dari SKPD seperti 

BPMPdes, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 
Kecamatan Selangit dan sebagainya. 

d. Yang menjadi faktor penghambat jika koordinasi tidak 

berjalan baik, sosialisasi dan simulasi kepada 

masyarakat tidak berlangsung baik (miss 

communication), Tim Teknis yang tidak berkompeten, 
hal-hal tersebut bisa menjadi penghambat akan tetapi 

disinilah guna persiapan dan perencanaan yang 

matang dalam memilih personil yang handal sehingga 
hal tersebut bisa kita atasi di lapangan. 

e. Kondisinya kondusif, berjalan dengan tertib dan 
lancar. 

f. Basil yang kita inginkan sudah sesuai harapan seperti 
waktunya yang cepat, lebih praktis dan lebih hemat 

anggaran dalam penggunaan kertas. 

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
H. Ari Narsa JS 

a. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan 

pemilihan kepala desa dengan metode e-voting? 
b. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana 

penunjang dalam pemilihan kepala desa e-voting ? 
c. Aplikasi apa yang digunakan dalam pemilihan kepala 

desa metode e-voting? 

d. Apa saJa faktor yang menjadi penghambat dan 
penunjang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 
dengan metode e-voting? 

e. Bagaimana hasil dari e-voting dan harapan ke 

depannya? 

a. Persiapan alat yang dibutuhkan dalam pemilihan 

kepala desa e-rnting dan mengirim personil dari Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika sebagai 

Tim Teknis e-voting. 
b. Sarana dan prasarana berupa : Komputer Note Book, 

Printer Inkjet, Printer Scanner/Fotocopy/Fax, Printer 
Dot Matrik, PC All-In One Ram 2 GB Display 15 Inc, 
Tas Koper. Kabel Extention, Kertas Thermal, Printer 
Type Pos (Them1al), Smart Card Reader ACR38, 
Smart Card SLE5542 Memory Card, Acci 60A + 
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3. N ama Informan 

Daftar Pertanyaan 

Daftar Jawaban 

Kabel dan Penjepit, Inverter Jumper 150-SOOW. 
(data terlampir) 

c. Aplikasi yang digunakan berupa : aplikasi pemilu 

elektronik BPPT dibuat menggunakan bahasa 

pemograman java (berekstensi jar), dengan alasan 

agar aplikasi iru bisa berjalan di sistem operas1 

windows maupun di linux. Database aplikasi 

menggunakan java derby. Terdiri dari 2 aplikasi java 

yakni: Aplikasi Generator (.jar) dan Aplikasi 
Evoting (.jar). 

d. Faktor penunjang jika alat diperbanyak bisa serentak 

dipakai akan tetapi disini kita masih bergantian dalam 

menggunakan alat yang ada. 

e. Hasilnya bagus, cepat, akurat, dan praktis, harapan ke 

depan semoga e-voting lebih dikembangkan lagi dan 

bisa menuju pemilu yang praktis dan ekonomis. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Musi Rawas 

H. Dien Chandra, M. Si 

a. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan 

kepala desa dengan metode e-voting ? 

b. Apa saja yang menjadi syarat dalam penentuan dapat? 

c. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang 

terlibat dalam pemilihan kepala desa metode e-voting 

? 
d. Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah 

melaksanakan pemilihan kepala desa e-voting ? 

a. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

menyiapkan DPT dan penggunaan KTP sebagai 

identitas warga pemilu. 

b. Adapun syaratnya, sesuai dengan Peraturan Bupati No 

33 Tahun 2013 yakni: 

• Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan 

sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah/pemah kawin: 
• Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang­

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar 

Pemilihan Sementara yang dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk; 

• Nyata-nyata sedang tidak terganggu gangguan jiwa 

dan ingatannya; dan 
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4. N ama Informan 

Daftar Pertanyaan 

Daftar Jawaban 

• Tidak sedung menjalani pidana kurungan atau tidak 
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 

c. Kami mengkoordinasikan dengan pihak BPPMPdes 
dan Kecamatan Selangit dalam data kependudukan 
yang ada. 

d. Ada perubahan, waktu pemilihan dan penghitungan 
yang cepat, ekonomis dan hemat kertas. 

Camat Selangit 
Yudi Fachriansyah, AP 

a. Bagaimana antusias warga desa Taha Renah dalam 
Pilot Project pemilihan kepala desa metode e-voting? 

b. Apa saja yang dilakukan Tim Pemantau Kecamatan 
dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa e-voting ? 

c. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan tim-tim 
lainnya? 

d. Faktor apa saJa yang menjadi penghambat dan 
penunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa e-voting 

? 
e. Bagaimana hasilnya setelah menggunakan metode e­

voting? 
f. Apa harapan kedepannya dalam pelaksanaan 

pemilihan kepala desa metode e-voting? 

a. Masyarakat antusias dalam menyambut pemilihan 
kepala desa e-voting, sepertinya ha! baru bisa jadi 
hiburan bagi masyarakat di desa. 

b. Hal-hal yang dilakukan Tim Pemantau Kecamatan, 
sesuai Tupoksi dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 

2013 yakni: 
• Memantau secara langsung, monitoring, dan 

evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa 
mulai dari tahapan persiapan sampai dengan 
pelantikan Calon Kepala Desa terpilih; 

• Memfasilitasi panitia dan penyelenggaraan 
pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan 
sampai dengan pelantikan Calon terpilih; 

• Membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat 
Ka bu paten; 

• Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu 
dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan 
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5. Nama Informan 

Daftar Pertanyaan 

Daftar Jawaban 

• Melaporakan secara tertulis hasil pelaksanaan 

tugasnya kepada Bupati. 

c. Kami berkoordinasi dengan pihak (Tim Kabupaten) 

dari awal tahapan seleksi pemberkasan, sosialisasi dan 

simulasi sampai dengan hari H pelaksanaan dan hasil 

dalam e-voting semuanya kita koordinasikan. 

d. Dalam melakukan simulasi e-voting kami harus 

menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat desa 

T aba Renah, kami melakukan simulasi pada sore hari 

dengan jadwal masyarakat yang pulang dari kebunnya 

masing-masing. Dalam pendekatan kepada masyarakat 

kita juga harus memiliki bahasa dan kalimat yang 

tepat dalam hal ini bahasa daerah, sehingga lebih 

memudahkan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. 

e. Hasil dengan metode e-voting ini lebih cepat karena 

langsung terhitung dan bisa diketahui, akurat dan 

meminimalisir sanggahan dari pihak kalah. 

Alhamdulillah semua berjalan tertib dan lancar. 

f. Harapan kedepannya semoga inovasi e-voting m1 
dapat digunakan untuk menuju pemilu yang praktis 

dan efisien. 

P J. Kepala Desa Taba Renah 

Edwin Kaisar, SE 

a. Bagaimana persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan 

kepala desa metode e-voting? 
b. Bagaimana koordinasi dengan Tim Kecamatan 

Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 
') 

c. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala desa ini ? 

d. Bagaimana tanggapan masyarakat desa T aba Renah ? 

e. Bagaimana hasil e-voting pemilihan kepala desa, apa 

sesuai dengan yang diharapkan ? 

a. Persiapan sebelum, BPD berembuk dalam 

menentukan Panitia Desa pelaksanaan pemilihan 

kepala desa. 

b. Sebagai P J. Kepala Desa, kami berkoordinasi dengan 

pihak kecamatan mengenai hasil rapat dari Panitia 

desa baik dari tahapan penetapan no urut calon kepala 

desa dan sebagainya. Jadi saya sebagai PJ. Kepala 

Desa hanya mengetahui, akan tetapi sepenuhnya 

Panitia desa yang lebih aktif. 
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6. Nama Informan 

Daftar Pertanyaan 

Daftar Jawaban 

c. Kendala yang hcsar tiduk ada, karena kita 

meminimalisir dari persiapan awal, adapun kendala 
dalam hal penyampaian I komunikasi dalam simulasi, 

karena Panitia harus jeli dalam menyampaikan materi 
simulasi yang ada sehingga masyarakat dapat dengan 
mudah mengikutinya. 

d. Masyarakat desa Taha Renah menyamhut dengan haik 

kebijakan e-voting ini, mereka antusias pada saat 

pelaksanaan e-voting, dan juga hagi masyarakat desa 
menjadi hihutan tersendiri melihat keramaian yang 
ada. 

e. Hasil e-voting cepat dan herjalan lancar sesuai yang 
kita harapkan. 

Ketua Panitia Desa Pemilihan Kepala Desa Taba Renah 
Herman 

a. Bagaimana persiapan dalam pemilihan Pilkades 
metode e-voting? 

h. Apa saja yang menjadi tugas panitia desa ? 

c. Apa saJa yang terjadi dilapangan dalam proses 

pemilihan Pilkades ? I 
d. Apakah sudah sesuai dengan SOP pemungutan suara? 
e. Apa saja faktor penghamhat dan penunjang dalam 

pemilihan kepala desa di desa Taha Renah? 
f. Bagaimana hasil dari pemilihan kepala desa dengan 

metode e-voting? 
g. Apakah berheda dengan pemilihan kepala desa 

sehelumnya? 

a. Dalam persiapan, kami Panitia desa dihentuk sesuai 
dengan SK BPD Nomor 140/01/BPD/TBR/2013. 

b. Adapun tugas kami sehagai Panitia desa berpedoman 
pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 yakni: 
• Mengumumkan akan berakhimya masa jabatan 

kepala desa dan, mengumumkan akan 
dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum 

berakhimya masa jabatan; 
• Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya 

Panitia Pemilihan; 
• Menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan 

pemilihan dan mengajukannya kepada kepala desa 

dengan tembusan BPD dan Camat; 
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• Anggarar1 biaya penyelenggaraan pcmilih 

ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan 

BPD dalam Peraturan Desa; 

• Menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai 

dari tahapan pengumuman sampai dengan 

pelantikan; 

• Melaksanakan pendaftaran pemilih, paling lama 

sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan 

panitia; 

• Meneliti, menetapkan dan pengumuman daftar 

pemilih sementara; 

• Melakukan penJarmgan dan penyanngan bakal 

calon sesuai persyaratan; 

• Menetapkan bakal calon yang memenuhi 

persyaratan menjadi calon setelah lulus 

penyanngan; 

• Mengumumkan calon kepala desa yang berhak 

dipilih kepada masyarakat; 

• Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan 

demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, lancar, 

aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil; 

• Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan 

suara; 
• Membuat berita acara pemungutan suara dan berita 

acara penghitungan suara dan selanjutnya 

diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati 

dan Camat; 

• Melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat­

lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa 

terpilih dilantik. 
c. Adapun yang dilaporkan oleh anggota Panitia lainnya 

dalam catatan Panitia Pelaksana berupa : 

• Ada pemilih lansia yang diwakili anaknya untuk 

memilih salah satu kandidat. 
11 Ada perbaikan di bilik 1. 
• Lansia yang rabun didampingi anaknya untuk 

memilih. 
• Perbaikan printer kertas tidak keluar. 

• Perbaikan I penukaran kartu smart card. 

d. Ya, sudah sesuai dengan SOP pemungutan suara. 
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7. Nama Informan 

Daftar Pertanyaan 

Daftar J awaban 

e. Dalam waktu simulasi adanya penyampaian 
komunikasi (bahasa daerah) sangat diperlukan untuk 
membuat paham pengertian kepada masyarakat. 

f. Hasilnya cepat tidak perlu menunggu lama, lebih 
praktis dan cepat selesai, yang berbeda kalo 
sebelumya lama dan kadang hasilnya tidak akurat. 

Masyarakat Desa Taba Renah 
Yeyen 

a. Apakah e-voting mudah digunakan ? 

b. Apakah saudara percaya hasil perolehan suara 
menggunakan e-voting? 

c. Bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan 
metode e-voting dalam pemilihan kepala desa ? 

d. Apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan 
kepala desa e-voting? 

e. Apakah saudara setuju menggunakan e-voting lagi 
dalam pemilihan kepala desa ? 

a. Ya, mudah tinggal pencet gambar calon kepala desa. 
b. Ya percaya karena langsung terlihat hasilnya. 
c. Kalo sebelumnya lebih lama, kalo sekarang lebih 

cepat. 
d. Awalnya belajar dulu dari simulasi, sudah itu mudah 

tinggal tekan langsung keluar struk kertas. 
e. Ya setuju biar cepat. 
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LAMPIRAN III 

DOKUMENTASI E- VOTIN G KECAMATAN SELANGIT 
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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 
NOMOR 33 TAHUN 2013 

TENTANG 

1PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN, 
; PELANTE{AN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM 

Menimbang 

' Mengingat 

KABUPATEN MUSI RAWAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

b. 

c. 

1. 

2. 

3. 

BUPATI MUSI RAWAS, 

bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksan~ . Peraturan 
Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 2-.~lahun 2007 

~ ·>r ~~ } . t, 

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilih -~ '· . tilren, 
Pengangkatan dan Pemberhentian j · ~ : ~A;.:·~Sa. 
sebagaimana telah diubah Peraturan Daer >r, OO~ten 
Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pe~b~~~tas 
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor ~un 
2007 tentang tata cara Pencalonan, P~an, 
Pengangkatan, Pelantikan_ dan Pemberhentian K~pala: ~-'·: · .. 
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pe · ··, 
menetapkan Petunjuk Tekriis Tata Cara Pencalonan, 
Penlilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian :::;:,~-. 
Kepala Desa; -·~~1-' 
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan 
b, · perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

r.,!: 

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik .1'~: 
Indonesia Tahun 1945; if'7f 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang .. ,, •. 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Ko~ Praja ~i .?fj 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia .(;. 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara ~: 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

. ~: 

I 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ~entang 
Pembentukan Peraturan Perundang-unddllgan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa 
sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten 
Musi Rawas Nomor 9 Tahun 201 O; 

9 . Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 
tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pernilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pernberhentian Kepala Desa. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENGTANG PETUNJUK TEKNIS TATA 
CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN , 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan : 

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 

Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Oaerah Kabupaten . 

Camat adalah Kepala Kecamatan . 
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6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur d::tn mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati de.lam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerin~h. ~~ adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyeleriggara i:>emerintahan desa. · 

9. Ba_dan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

_.sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

10. Sakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan 
untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa. 

11 . Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Sadan 
Permusyawaratan Desa. 

12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 
Pemilihan Galon Kepala Desa. 

13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pajabat yang berwenang 
untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu 
tertentu. 

14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan 
memberh'entikan Kepala Desa. 

15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan 
untuk mempergunakan hak pilihnya. 

16. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. 

17. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat dan I atau putra Desa 
yang telah memenuhi syarat untuk meng1Kuti Pemilihan Kepala Desa. 

18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa 
untuk mendapatkan Sakal Calon dari warga masyarakat setempat. 

19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun 
kemampuan dan kepemimpinan para Sakal Galon Kepala Oesa. 

20. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang 
dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan 
dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa .. 

21. Tim Pengawas e-Voting Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim 
Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Supati dalam rangka untuk mengawasi 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Oesa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas agar 
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

22. Tim Pemantau Kecamatan Pem1lihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim 
Pemantau adalah Tim yang bentuk oleh Camat dalam rangka untuk memper1ancar 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan 
sesuai dengan ketentuan Peratuaran Perundangan-undangan yang berlaku. 

23. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh 
Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang 
mengggunakan e-Voting. 

24. Oaftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah dokumen yang berisi 
daftar pemilih berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh panitia. 
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25. Daftra Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS atau DPS yang 
sudah mengaJami perubahan pengurangan atau penambahan yang berisi daft:ar 
vpemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. 

26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat yang telah 
ditentukan oleh Panitia untuk pelaksana pemilihan. 

27. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala 
Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daft:ar pemilih tetap untuk 
memberikan hak suaranya kepada calon. 

28. Penjabat Kepala Desa seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul 
Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai 
Kepala Deza sesuai ketentuan yang ber1aku dalam kurun waktu tertentu. 

29. Tekhnologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan. menyiapkan, 
menyimpam, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan I atau menyebarkan 
infonnasi. 

30. Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut 
dengan dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah 
infonnasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan 
suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada 
pelaksanaan pemungutan suara. 

BAB II 
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, 

TIM PENGAWAS TINGKAT KABUPATEN, DAN 
TIM PEMANTAU TINGKAT KECAMATAN 

Pasal 2 

• (1) BPD mengadakan rapat untuk m embentuk paruba pemilihan paling 

p:;~.>· ~ 
; .-.. ' ~ 

lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir 
dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Rapat pembentukan panitia pemilih dipiopin oleh ketua BPD. 

(3) Setelah Panitia terbentuk, maka panitia pada hari itu juga segera 
mengadakan rapat untuk memilih ket:ua panitia dipimpin oleh anggota 
panitia yang tertua dan termuda. 

(4) Apabila ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
terpilih, maka ketua panitia segera memandu pengucapan 
sumpah/janji anggota panitia dan selanjutnya mengadakan rapat 
untuk menentukan susunan kepani tiaan sesuai dengan kebutuhan 
yang ada. 
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(5) Susunan sumpah/janji anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) 
adalah sebagai berikut: 

(6) 

(lj 

(2) 

(3) 

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: 

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota 
panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; 

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada 
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945; 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan 
tunduk pad-a tekanan dan pengarnh apapun dari pihak manapun yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas d.an kewenangan, akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 
pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta 
mengutamakan kepentingan Negara Republik indonesia dari pada 
kepentingan pribadi atau golongan . 

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat 
dilaksanakan tepat waktu, maka BPD hams sudah membentuk Panitia 
paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

Pasal 3 

Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 
(1) ditetapkan dengan keputusan BPD. 

Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah satu orang ketua 
merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu 
orang bendahara merangkap anggota dan lainnya sebagai anggota. 

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), 
mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab: 

a. Mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan, 
mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala clesa 
sebelum berahirnya masa jabatan; 

b . Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 
(tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.; 

c. Menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan clan 
mengajukkannya kepacla kepala desa dengan tembusan BPD clan 
Camat. 

d. Anggaran biaya penyelenggaraan pemilih ditetapkan oleh Kepala 
Desa dengan persetujuan BPD dalam Peraturan Desa. 

e. Menyusun jadwal clan tata cara pemilihan mulai dari tahapan 
pengumuman sampai dengan pelantikan; 

f. Melaksanakan pendaftaran pemilih, paling lama sejak 7 (tujuh) hari 
kerja setelah pembentukan panitia ; 

g. Meneliti, Menetapkan clan Mengumumkan daftar pemilih sementara. 

h. Melakukan penjaringan dan penyanngan bakal calon sesuai 
persyaratan. 

i. Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon 
setelah lulus penyaringan; 

J . Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada 
masyarakat; 
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k. Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, 
lansung, umum, bebas, rahasia, Iancar, aman, tertib, dan teratur 
sertajujur dan adil; 

1. Melaksanakan pemungutan suara dan pengrutungan suo.ra; 

m. Membuat berita acara pemungutan suara dan berita acara 
penghitungan suara dan selanjutnya diserah.kan kepada BPD dengan 
tembusan Bupati dan Camat; 

n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan 
pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah 
k~pala desa terpilih dilantik. 

(4) Guria kelancaran pelaksanaan tugas, panitia membuat stempel panitia 
pemilihan kepala desa. 

Pasal 4 

( 1) Un tuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bu pa ti 
membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Femantau 
Tingkat Kecamatan. 

(2) Susunan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

(3) Susunan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat 

(4) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan e-Voting, 
Panitia dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati . 

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh Pegawai 
Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi 
dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi . 

Pasal 5 

(1) Tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten adalah: 

a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 

b. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul 
dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 

c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
menentukan kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan 

d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada 
Bupati . 

(2) Tugas Tim Pemantau Tingkat Kecamatan adalah: 

a . memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan 
persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih ; 

b . memfasilitasi Panitia dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 
mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon 
terpilih ; 

c. membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten ; 
d. mengambil langkah-langkah yang dia..riggap perlu dalam rangka 

penyelesaian permasalahan; dan 
e. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Bupati. 
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{3) Tugas Tim Teknis Peralatan e-Voting adalah: 

a. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi 
program yang akan dipergunakan dalam pemungutru1 suara; 

b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat 
mempergunakan alat E-Voting. 

c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa 
sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan 
dipergunakan dalam pemungutan suara; 

d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-Voting 
sebelum pelaksanaan pemungutan suara; 

e. membantu menyelesaikan· permasalahan yang mungkin timbul yang 
menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat 
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan 

f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada 
Bupati. 

BAB III 
PEN DAFT ARAN PEMILIH 

Pasal 6 

(1) Panitia pemilihan menggunakan Data base kependudukar1 dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data awal dalam pendaftaran 
pemilih. 

(2) 

(3) 

(4) 

Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih sesuai denga persyaratan 
pemilih sebagai berikut : 

a. Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 
1 7 (tujuh belas) tah-un atau sudah / pernah kawin; 

b. Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-h.'Urangnya 6 
(enam) bulan sebdum disahkan Daftar Pemilih Sementara yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 

c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu gangguan jiwa dan ingatannya; 

d . Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut 
hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang m empunyai 
kekuatan hukum tetap. 

Dalam hal terdapat ketidak jelasan status kependudukan seseorang 
menurut ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan m empunyai 
tempat tinggal lebih dari satu Desa, yang bersangkutan harus 
menetapkan salah satu dari status kependudukannya d engan 
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. 
Untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang selain 
dengan cara sebagaimana di.maksud pada ayat (3), panitia m en ga cu 
pada buku induk penduduk desa yang bersangkutan yang telah 
diverifikasi oleh BPD sebelum pembentukan Panitia . 

(5) Dalam h al terdapat lebih dari satu pembuktian yang sali mengenai usia 
pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a , maka yang 
dijad ikan da sar penentuan u s ia a dalah akte kelahiran . 

(6) Pend aftaran pemilih sebagaimana dim aksud pada ayat (2) h aru.s sudah 
dila.ksanakan 7 hari setelah Pembentukan Panitia . 

(7) Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sem en tara sesuai dengan urutan 
wilayah dusu n dan abjad n ama pemilih , selanjutnya mengumumkan 
kepada masyarakat melalui ketua RW /RT palin g lambat 15 (lima beias) 
hari sebelum pelaksanaan pemungutan su ara. 
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(8) Bagi penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi 
belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, dapat didaftarkan dan 
dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan yang akan ditetapkan dan 
diumumkan oleh panitia. 

(9) Pamtia menetapkan daftar pemilih tetap paling lambat 7 (tujuh) hari 
sebelum pelaksanaan Pemungutan suara. 

BAB IV 
PENCALONAN KEPALA DESA 

Pasal 7 . 

(1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan 
penyaringan bakal calon. 

(2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh panitia. 

(3) Panitia mengumumkan dibukanya pendaftaran bakal calon paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan. 

(4) Penduduk desa/putra Desa warga negara Republik Indonesia dapat 
mendaftarkan diri dengan cara mengajukan lamaran secara tertulis 
yang diajukan kepada panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagai 
berikut : 

a. Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa; 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 

b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia serta Pemerintah ; 

c. tidak pemah tertibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang 
menghianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ; 

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 
atau sederajat; 

e. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun ; 

f. sehat jasmani dan rohani ; 

g. berkelakuan baik ; 

h. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan 
dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri ; 

i. tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 
hukuman paling singkat 5 (lima) ; 

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan penyadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap ; 

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ; 

I. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan ; 

m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa ; 

n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; 

o. bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa ; 

p. memenuhi Syarat-Syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ; 

q. bersedia tidak terlibat narkoba ; 
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(5) terdaftar sebagai penduduk setempat dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
menetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Bagi putra desa 
yang mencalonkan diri , selain harus memenuhi persyaratan sebagai 
mana di maksud pada ayat (4), juga harus membuat surat pernyataan 
sebagai putra desa dengan saksi 2 (dua) orang penduduk dusun /Desa 
yang disahkan oleh ketua BPD diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. 

(6) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus 
mendapatkan rekomendasi dari Bupati. 

(7) Bagi K\!pala Desa yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri 6 
(enam) bulan sebelum berakhirnya ma~ jabatan kepala desa 

(8) Bagi Sakal Calon Kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa, selain 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ;4), 
juga harus mengundurkan diri dari jabatanya sebagai perangkat Desa 

(9) Bagi Sakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pimpinan atau Anggota 
BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) juga harus mengundurkan diri dari jabatanya . 

(10) Bagi Sakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS / TNI / POLRI 
Pegawai Perusahaan Swasta/Negeri, selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus 
mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan 

(11) Sakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran / 
lamaran yang belum lengkap paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 
kerja sejak pemberitahuan. 

(12) Panitia mengembalikan berkas pendaftaran bagi Calon yang tidak 
memenuhi syarat tertulis disertai penjelasan mengenai persyaratan 
yang tidak terpenuhi. 

Pasal 8 

( 1) Dalam hal Pimpinan / Anggota BPD mencalonkan diri maka yang 
bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati 
melalui Camat 

(2) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri, maka Wakil Ketua BPD 
bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan 
ketua oleh anggota. 

(3) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD mencalonkan diri, maka 
Selrretaris BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum 
diadakan pemilihan ketua dan W akil Ke tu a oleh anggota. 

(4) Dalam hal Pimpinan BPD mencalonkan diri, maka penjabat Ketua BPD 
diambil dari anggota BPD secara Musyawarah mufaka t . 

(5) Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri tidak mempunyai 
hak suara dalam menentukan Keputusan BPD. 

(6) Dalam hal Pimpinan BPD tidak terpilih dalam pemilihan , den '.:;an 
sendirinya yang bersangkutan tidak m enduduki jabatan BPD lagi . 
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Pasal 9 

Penyaringan Sakal Calon sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (1) 
dilaksanakan oleh Fanitia pemilihan' 

Penyaringan sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 1) dilakukan melalui 
verifika.si clan evaluasi berkas Calon. 

Verifikasi dan Evaluasi berkas Calon dilakukan secara bertahap dari 
tingkElt Desa, Kecamatan dan kabupaten. 

(1) Penetapan Sakal Calon menjadi Calon ditetapkan oleh Panitia paling 
lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Supati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
sebelum pelaksanaan Pemilihan. 

(3) Pengundian nomor urut Calon dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 
sejak ditetapkan . 

(4) Calon yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat­
tempat yang terbuka sesuai dengan kcndisi sosial budaya masyarakat 
setempat dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum 
pelaksanaan Pemilihan . 

BABV 
KAMPANYE 

Bagian Pertama 
Pelaksanaan Kampanye 

Pasal 11 

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan 
pemilihan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sebelum hari dan 
tanggal pemungutan suara yang dimulai jam 08.00 WlB sampai dengan 
22 .00 WIB . 

(2) Jadwal dan tata cara kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditentukan oleh panitia. 

(3) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud ayat ( 1), dilakukan 
di seluruh Desa. 

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kesempatan 
kepada masyrakat Desa untuk mengetahui visi, misi , program kerja dan 
kepribadian Calon . 

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilaksanakan di rumah 
Calon yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan 
Panitia. 

(6) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) 
Panitia harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan . 

(7) Tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah rumah penduduk 
yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan 
digunakan sebagai tempat Ka...'Tipanye. 

(8) Panitia bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan 
Kampanye dan keamanannya. 
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Bagian Kedua 
Pelaksanaan Kampanye 

Pasal 12 

Kampanye dapat dilaksanakan melalui : 
a . Pertemuan terbatas yaitu pertemuan yang dilaksanakan diruang 

tertutup tanpa mengerahkan massa yang berlebihan; 
b. Pemasangan tanda gambar Calon; 
c. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Larangan Kampanye 

Pasal 13 

(1) Dalam pelaksanaan Kampanye, Calon dilarang : 
a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Menghina seseorang, Agama , golongan dan Calon Kepala Desa; 
c. Menghasut dan mengadu do:nba perseorangan, dan/atau kelompok 

masyarakat; 
d. Menggunakan kekerasan , ancaman kekerasan dan menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok 
masyarakat; 

e . Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban urnurn; 
f. Merusak gambar Calon lain; 
g. Menggunakan fasilitas /kantor pemerintah, ternpat ibadah, tempat 

pendidikan , dan fasilitas umurn lainya; 
h . Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan 

kaki dan/ atau dengan kendaraan dijalan raya; 
i. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku untuk para 
pendukung Calon yang bersangkutan. 

BAB VI 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagian Pertama 
Proses Pemilihan 

Pasal 14 

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara 
dilaksanakan, Panitia harus : 

a. Mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan 
dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman 
tersebut di ternpat terbuka; 

b. Membagikan kartu Undangan Pemilihan kepada yang berhak. 

(2) Format Kartu Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
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(3) Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua Pemilih 
mendapatkan Kartu Undangan, maka penyampaian Kartu Undangan 
capat dilaksanakan paling lambat H-2 hari . Dalam hal masih terdapat 
Pemilih belum mendapatkan Kartu Undangan, maka yang 
bersangkutan cliberikan kesempatan untuk mengambil pada Panitia 
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara 
sampai dengan jam 20.00 WIB. 

(4) Pemilih sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tetap tidak mengambil, maka yang bersangkutan tidak dapat 
menggunakan hak Pilihnya dalam Pemilihan. 

(5) Setelah batas waktu pengambilan Kartu Undangan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) berahir, Panitia membuat Berita Acara yang 
berisi ten tang jumlah Kartu Undangan yang telah di Terima Pemilih dan 
jumlah Kartu Ondangan yang tidak diambil oleh Pemilih disertai dengan 
Nomor, nama dan ala.mat Pemilih. 

Pasal 15 

(1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara 
dilaksanakan, Panitia harus menyiapkan tempat pemungutan dan 
penghitungan suara yang terdiri dari: 

a. ruang Panitia; 
b. ruang pemungutan dan penghitungan suara; 
c. tempat duduk para Calon disertai tanda gambar masing-masing 

Cal on; 
d. tempat duduk para Saksi; 
e. ruang tunggu para pemilih ; 
f. bilik suara; 
g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e- Voting; 
h. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan 

menggunakan e-Voting; 
i. Surat Suara dalam bentuk kertas suara atau dalarn bentuk foto calon 

pada perangkat alat e-Voting; 

J . kertas dan alat penghitungan suara; 
k. rneja dan alat kelengkapan pemberian suara; 

1. perlengkapan lain yang dipandang perlu. 

(2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak 
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian 
rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih 
untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia. 

(3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan mernperhatikan 
jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek 
penerangan rua.""lgan serta harus menjamin kerahasiaan. 

(4) Dalam bilik suara sebagairnana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang 
nomor urut, foto, dan nama Caton. 

(5) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat 
sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi clan efektivitas 
sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi 
atau dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
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Dalam Surat Suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dicantumkan 
nomor urut, foto, dan nama Calon. 

Apabila dalam pemungutan suara hanya terdapat satu Calon, maka 
pada Surat Suara dicantumkan 1 (satu) tanda gambar yang berisi 
nomor urut, foto, dan nama Calon serta 1 (satu) tanda gambar berupa 
kotak kosong . 

Pasal 16 

Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia. 

Lokasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa· 
yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh 
penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat menberikan 
suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. 

Pasal 17 

( 1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam 
pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) 
orang saksi . 

(2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari 
masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT dan 
diajukan oleh Calon kepada Panitia secara tertulis selambat-lambatnya 
pada H-1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara. 

Pasal 18 

(1) Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia dengan susunan Acara sebagai 
berikut : 

(2) 

(3) 

a. Pembukaan rapat Pemungutan Suara; 

b. Penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Sebab-sebab diadakanya pemilihan; 

2. Dasar hukum yang digunakan; 

3. Nama-nama Calon sesuai dengan nomor urutan undian; 

4 . Tugas , wewenang tanggungjawab Panitia; 
5. Waktu dimulainya dan berakhirnya Pemungutan Suara; 

6. Tata cara Pemungutan Suara da n Perhitungan Suara. 

c. Peiaksanaan Rapat Pemungutan Suara dimulai pada jam 08 .00 WIB 
dan ditutup padajam 13.00 WIB ; 

d. Pelaksanaan Penghitungan suara; 

e. Penutup . 
Pernbukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan apabila telah ada pemilih yang hadir . 

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak: 
terpenuhi, maka pembukaan rapat di tunda sampai ada pemi!ih yang 
hadir. 
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Pasal 19 

Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Ketua Panitia mengatur 
penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai 
berikut: 

a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para Pemilih; 
b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan Kartu Undangan 

Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap; 
c. anggota yang bertugas menerima Kartu Undangan dan menukar 

dengan Surat Suara atau Smart Card untuk pemilihan dengan 
menggunakan e-Voting; 

d. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan menggunakan 
hak pilih; 

: e. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan 
Surat Suara kedalam kotak suara; 

.f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pem!lih 
yang telah menggunakan hak pilihnya. 

(2) Ketua Panitia mengatur tempat duduk para Calon sesuai dengan nomor 
urut undian. 

(3) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, 
maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 R dan 
ditempatkan di tempat yang telah ditentukan . 

(4) Ketua Panitia mempersilahkan para Pemilih untuk masuk dan 
menempatkan diri ditempat yang telah disediakan. 

(5) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia melakukan : 
a. pembukaan kotak suara; 
b . pengeluaran seluruh isi kotak suara; 
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; 
d . penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; serta 
e. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting, 

panitia memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon 
dalam peralatan e-Voting masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak 
hasilnya. 

(6) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri 
oleh Calon, Saksi, dan Pemilih. 

(7) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita 
Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta 
dapat ditandatangani oleh Calon dan/atau Saksi. 

(8) Apabila Calon dan/atau Saksi tidak bersedia menanda tangani Beri ta 
Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hal tersebut tidak 
berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara. 

(lj 

Pasal 20 

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn pasai 19 
ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara Pemungutan 
suara. 

(2) Daiam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Kerua 
panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. 

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak (beriobang, robek, 
hasil cetak kurang sempurna, terdapat tulisan/ coretan), pemilih dapat 
meminta Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali . 
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Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya, pernilih 
dapat meminta surat Suara pengganti kepada ketua Panitia kemudian 
Ketua Panitia memberikar Suarat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali. 

Pasal 21 

(1) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara pada 
TPS yang telah ditentukan. 

(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
dalarl:i bilik suara dengan cara" 

a. mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan 
oleh Panitia; atau 

b. menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan e-Voting yang 
disediakan oleh Panitia. 

(3) pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
menggunakan peralatan e-voting sepanjang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(4) Dalam membe~an suara, Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan 
alat yang telah disediakan Panitia di dalam bilik suara. 

(5) Pada saat memberikan suaranya, Pemilih dilarang menambah tulisan/ 
catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara. 

(6) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik 
lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia 
atau orang lain atas permintaan Pemilih dengan persetujuan Ketua 
Panitia. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal pemilih kehilangan kartu undangan dan terdaftar dalarn DPT, 
yang bersangkutan tetap dapat diijinkan untuk menggunakan hak 
pilihnya dengan menunjukan KTP atau tanda pengenal lainya yang 
masih berlaku dan mengisi surat pernyataan kehilangan. 

(2) Dalam hal Panitia memberikan ijin kepada Pemilih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Panitia agar memperhatikan Serita Acara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) . 

Pasal 23 

( 1) Suara dinyatakan sah apabila: 
a . apabila pemilihan dilakukan secara manual : 

1. surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan 
2 . tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang 

memuat nomor urut, foto dan nama 1 (satu) Calon; atau 
3. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang 

memuat nomor urut, foto , dan nama Calon yang telah ditentukan ; 
a tau 

4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu 
kotak segi empat yang memuat nomor urut , foto dan narna Calon ; 
atau 

5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang 
memuat nomor urut, foto, dan nama Calon; 

6. menggunakan alat pencoblos Surat Suara yang telah disediakan ; 
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7. lubang hasil pencoblosan terdapat pada Surat Suara yang tidak 
rusak; 

8. pada Surat Suara tidak te: dapat tulisan atau catatan lain. 

b. apabila dengan rnenggunakan e-Voting: 

1. peralatan e-Voting dapat berfungsi sebagairnana mestinya, yang 
sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi 
Peralatan e-Voting; 

2. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan 
tercetak pada pri.1ter; 

Calon dan Pemilih melalui . Saksi yang hadir dapat mengajukan 
keberatan terhadap keputusan sah tidalmya suara apabila ternyata 
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 
Dalam hal tidak terdapat Saksi di TPS, keberatan sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2} dapat disampaikan langsung kcpada Ketua 
Panitia. 

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) dapat diterima, maka Ketua Panitia seketika itu juga 
mengadakan pembetulan . 

Pasal 24 

(1} Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia pada hari dan tanggal 
itu juga segera: 

a. membuat dan menandatangani Serita Acara Rapat Pemungutan 
Suara bersama-sama dengan para Calon dan para Saksi. 

b. melaksanakan proses Penghitungan suara: 

c . 

1 . mengatur pembagian tugas anggota Panitia dalam 
Penghitungan suara; 

2. mempersiapkan tempat Penghitungan suara yang meliputi meja, 
papan pencatatan dan/atau LCD dan layar monitor, tempat 
duduk para Saksi, dan sebagainya; 

3. panitia mempersiapkan perlengkapan administrasi yang 
meliputi formulir Berita Acara Penghitungan suara, formulir 
pencatatan Penghitungan suara, kertas, dan alat tulis yang 
diperlukan; 

4 . mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah 
ditentukan; 

5 . membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi 
yang masuk dengan disaksikan oleh Calon dan Saksi dan 
dilanjutkan dengan menandatangani Serita Acara 
Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk . 

6. menghitung terlebih dahulu sisa Surat Suara yang tidak 
digunakan, Surat Suara yang rusak sebelum digunakan , dan 
menyimpannya bersama dengan surat undangan, DPT dan 
catatan-catatan lainnya; 

7 . melaksanakan penghitungan suara. 
mengumumkan hasil jumlah penghitungan 
menandatar1gani Serita Acara Penghitungan Suara 
dengar1 para Saksi dan para Calon ; 

suara dan 
bersama-sama 
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d. Apabila Calon dan/ atau Saksi tidak bersedia menandatangani 
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal terse but 
tidak berpengaruh terhadap keab~ahan hasil penghitungan suara 
dan Berita Acara; 

e. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapanr1ya 
kepada BPD dengan tembusan Bupati. 

(2) Dalam hal penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a. apabila Surat Suara Resmi yang masuk lebih banyak dibandingkan 
dengan j.umlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, 
maka penghitungan suara dinyatakan tidak sah; 

b. apabila Surat Suara Resmi yang masuk 
Pemilih yang tercatat menggunakan 
penghitungan suara dinyatakan sah; 

sama dengan jurnlah 
hak pilihnya maka 

c. apabila Surat Suara Resmi yang masuk lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pi lihnya, 
maka penghitungan suara dinyatakan sah; 

(3) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan perala tan e­
Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, 
penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing 
calon, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara 
dengan menggunakan media elektronik setelah waktu pemu ngutan 
suara selesai dan mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung 
jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh Calon dan Sak:si dan 
dilanjutkan dengan menandatangani Serita Acara Penghitungan . 

(4) · Calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap hasil 
penghitungan suara dengan menggunakan e-Voting paling lambat 3 
(tiga) hari setela.l-i pelaksanaan. 

(5) A_::Jabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang 
sangat beralasan, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk 
menghitung hasil pemilihan secara manual dengan disaksikan oleh tim 
pengendali tingkat kabupaten dan tim pemantau tingkat kecamatan . 

(6) Apabila hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal (5) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-Voting 
maka: 

a. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita a c2ra 
lebih banyak atau sama dengan struk/ print out suara , m aka 
penghitungan dinyatakan sah; 

b. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita a cara 
lebih sedikit dari struk/ print out suara maka penghi tungan 
dinyatakan tidak sah. 

.. 
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Bagian Kedua 

Calon Terpilih 

Pasal 25 

(1) Calon terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak dari 
jumlah suara yang sah dengan ketentuan mendapat dukungan suara 
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh 
Panitia. 

(2) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang, maka Calon tersebut dinyatakan 
terpilih apabila mendapat dukungan suara 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 
pemilih yang ditetapkan oleh Panitia. 

Pasal 26 

(1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan 
dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara 
Penghitunagan Suara dari panitia. 

(2) Paling Iambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari penetapan Calon 
Terpilih, BPD segera menyampaikan keputusannya kepada Bupati 
untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat. 

(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan 
pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari 
BPD . 

(4) Calon terpilih yang telah di sahkan menjadi Kepala Desa diberikan 
Pelikan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal 
penerbitan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Pemilihan Ulang 

Pasal 27 

(1) Dalam hal Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana di 
maksud dalam pasal 25 ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah 
suara yang sama, maka diadakan Pemilihan ulang dan hanya diikuti 
oleh Calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama; 

(2) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai 
mendapatkan Calon Terpilih; 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga 
berlaku bagi Calon tunggal dengan dukungan suara sama dengan tanda 
gam bar kosong; 

(4) Dalam hal tidak ada Calon yang memenuhi ketentuan mendapat 
dukungan suara paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari suara sah maka 
diadakan Pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon yang mendapat 
suara terbanyak pertama dan kedua; 

(5) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terpilih apabila 
mendapat suara terbanyak; 

(6) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) mendapat dukungan suara kurang dari 2/3 (du a 
pertiga) dari jumlah suara yang sah , maka diadakan pemilihan ulang 
sampai mendapat dukungan suara 2/3 (dua pertiga) lebih. 
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Pasal 28 

(1) Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksdu dal:un Pasal 27 akan 
ditetapkan oleh panitia. 

(2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakanya pemilihan ulang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, paling lambat 3 (tiga) hari 
terhitung sejak pemilihan sebelumnya. 

BAB VII 
PELANTIKAN KEPALA DESA 

Pasal 29 

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati. 

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan 
dihadapan masyarakat. 

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan 
sumpah/janji. 

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah sebagai berikut: 

"Demi Allah (Tuhan}, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, 
dan sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat 
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar 
Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 
Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan 
Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, 
Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" . 

(5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan 
pada hari kerja, cian ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. 

Pasal 30 

(1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksankan tepat waktu 
karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ditunda 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan ketentuan Penjabat Kepala 
Desa yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas. 

(2) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang akan dilanLik 
mamakai Pakaian Dinas Upacara (POU) dan didarnping oleh 
isteri/ sua-ni. 

(3) Isteri Kepala Desa menggunakan Pakaian Nasional. 

(4) Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap . 

(5) Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap . 
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BAB VIII 
BIA YA PEMILIHAN 

Pasal 31 

(1) Rencana rincian biaya pemilihan disusun dalam rapat Panitia dengan 
memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas 
dan kewajaran. 

(2) Rencana rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diajukan 
oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, Camat, dan 
Bupati. 

(3) Kepala Desa be-:-sama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan 
Kepala Desa dengan Peraturan Desa. 

(4) Salinan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah tanggal ditetapkan. 

(5) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari Bantuan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat. 

(6) Biaya Pemilihan dipergunakan : 

a. Administrasi (pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda 
gambar calon, dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis) ; 

b . Pendaftaran Pemilih; 

c. Pembuatan bilik/kamar tempat pernilihan dan kotak suara; 

d . Honorarium Panitia; 

e. Rapat dan Keamanan; 

f. Perjalanan dinas Panitia dan lain-lain; 

g. Biaya Penyaringan Sakal Cal on ; 

h. Biaya Pelantikan Kc?ala Desa. 

(7) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana 
tersebut pada ayat (5) dipergunakan untuk membiayai kegiatan 
sebagaimana tersebuc pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d. 

(8) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan lebih 
lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah . 

Pasal 32 

(1) Sumber biaya pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana diimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) berasal dari 
Pendapatan Asli Desa dan dapat menggunakan sebagian dari Alokasi 
Dana Desa. 

(2) Sumbangan yang sah dan t idak m engikat sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 31 ayat (5) dapat berasal dari Calon atau pihak lain den gan 
ketentuan paling tinggi 30 % dari keselu ru han biaya pemilihan dia tur 
lebih lanjut dengan Peraturan Desa . 

(3) Sumbangn yang sah dan t idak mengikat seb a gaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dipertanggung jawabkan dalam Per h itungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 

BABlX 
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MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH 

Pasal 33 

(1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi 
di dalam proses peyelenggaraan Pemilihan ditujukan kepada Bupati. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara 
tertulis disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungiawabkan. 

(3) Se~ah menerima pengaduan, Bupati dapat memerintahkan Tim 
Pengawas atau Tim Pemantau untuk mengambil langkah-langkah dalam 
rangka penyelesaian masalah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. 

(4) Mekanisme penyampaio.n pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada 
Polisi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XI 
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Bagian Pertama 

Hukuman Disiplin 

Pasal 34 

(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnnya sehingga dapat merugikan 
keuangan Negara dan Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, atau 
melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang 
hidup dan berkembang di Oe.:;a meskipun yang bersangkutan dikenakan 
tindakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, dan yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif 
berupa hukuman disiplin ohh Bupati. 

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada aya t (1) terdiri dari: 

b. Hukuman disiplin ringan; 

c . Hukuman disiplin sedang; 

d . Hukuman disiplin berat. 
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pa d a ayat (3) hu ru f a dapa t 

berupa : 

a. Teguran tertulis; 

b . Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(4) Hukuman disiplin s eb a.gaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa 
pemberhentian sem entara paling lama 1 (satu) tahun . 

(5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksu d pada ayat (3) huruf c 
dapat berupa : 

a. Pemberhentia n den gan h ormat bukan atas permintaan sendiri; 

b . Pemberhen tian tidak dengan hormat 

Pasal 35 
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(1) Sebelum menjatuhkan hu~1man disiplin, Bupati memeriksa lebih 
dahulu Kepala Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. 

(2) Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pengawas Fungsional untuk 
memeriksa Kepala Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. 

Pasal 36 

(1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
Bupati memutuskan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. 

(2) Kepala Desa yang pemah dijatuhi hukaman disiplin dan kemudian 
melalrukan pelanggaran dis1plin yang sifatnya sama, terhadapnya 
dijatuhi hu.kuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin 
terakhir yang pemah dijatuhkan kepadanya. 

Pasal 37 

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(4), dituangkan dalam bentuk surat Bupati dan disampaikan kepada 
Kepala Desa yang bersangku tan . 

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(5) dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada 
Kepala Desa yang bersangku tan . 

Bagian Kedu a 

Pemberhentian Sementara Kepala Desa 

Pasal 38 

(1) Kepala Desa yang didakwa dalam suatu tindakan p1dana kejahatan, 
BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara dalam bentuk surat 
keputusan dan disampaikan kepada Bupati. 

(2) Dalam hal usulari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian 
sementara Kepala Desa yang bersangkutan. 

(3) Kepala Desa <liberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
BPD apabila dinyatakan melakukan tidak pidana yan.g diancam dengan 
pidaria penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan 
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(4) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
BPD apabila melakukan tindak pida.11a korupsi, tindak pidana terorisme, 
makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara . 

(5) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat PertaJna dinyatakan terbukti 
melakukan perbuatan y ang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang 
bersangkutan melakukan Upaya Hukum , maka BPD dapat 
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mengusulkan kepada Bupati untuk memperpanjang pemberhentian 
sementara Kepala Desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap. 

(6) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
d~ pasal 34 ayat (5) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila 
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas 
Fungsional terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

Pasal 39 

( 1) Dalam hal Kepala Desa yang berst..,_tus sebagai terdakwa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), namun BPD tidak mengusulkan 
pemberhentian sementara, maka Bupati berkewajiban memberi 
peringatan paling banyak 3 (t:iga) kali kepada BPD. 

(2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Bupati tanpa usul BPD dapat 
memberhentikan sementara Kepala Desa. 

(3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 38, dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) · hari sejak 
ditetapkan putusan pengadilan, maka Bupati harus merehabilitasi 
dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan 
sampai dengan akhir masajabatan. 

(4) Merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengambilan hak­
haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) telah berakhir rr..:i.sa jabatannya, Bupati hanya 
merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan disertai dengan 
pengambilan hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama 
diberhentikan sementara dan dibebank:m pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. 

(6) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, namun BPD 
tidak mengusulkan pencabutan atau perpanjangan, maka hak dan 
kewajiban Kepala Desa kembali semula 

(7) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Sekretaris Deo;:;a 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . 

Bagian Ketiga 

Pemberhentian Kepala Desa 
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Pasal 40 

(1) Kep~ D~sa berhenti, karena : 

a. ~~iriggru dunia; 

b. ~taan sendiri; 

9~~ ''· ~~rtl~tikan. 
(2) K~ Desa yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana 

ditrlakslid pada ayat (1) huruf c disebabkan : 

a. Berakhir masa jabatannya; 

b. Tidak dapat melaksanakan tugas st:..:ara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau 
tidak berturut-turut selama 1 (satu) tahun; 

c . Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 

d . Melanggar sumpah/janji jabatan; 

e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut; 

f. Melanggar larangan Kepala Desa. 

g. Permintaan sendiri; 

(3) Usul pemberhentihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b , diusulkan oleh 
pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan 
musyawarah BPD. 

(4) Usul pemberhentihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, d , e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui 
Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD. 

(5) Usul pemberhentihan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan (4) 
dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati 
yang dilengkapi dengan : 

a. Berita Acara Rapat BPD; 

b. Daftar Hadir BPD . 

(6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak usul diterima. 

(7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

Pasal 41 

(1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD 
apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (1) clan ayat (3)berdasarkan putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat 
(6) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dari hasil 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional, 
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terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) 
bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian. 

BAB XII 
PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA 

· Bagian Pertama 

Penjabat Kepala Desa 

Pasal 42 

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau tetap, maka Supati 
mengangkat Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan 
Supati berdasarkan usulan Camat. 

(2) Dalam hal Kepala Desa definitif diberhentikan sementara atau berhenti 
bukan karena berakhir masa jabatannya, Camat mengusulkan 
Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa. 

(3) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan karena Kepala Desa definitif telah 
berakhir masa jabatannnya dapat berasal dari : 

a. Perangkat Desa; 

b. PNS; 

c. Tokoh Masyarakat. 

(4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada yat (2) 
berhalangan untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban 
Kepala Desa, atau Sekretaris Desa akan mencalonkar; diri menjadi 
Sakal Calon, maka Penjabat Kepala Desa ditunjuk salah seorang Kepala 
Dusun atau Kepala Urusan. 

(5) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a . Ketentuan Umum : 

1. Penjabat Kepala Desa berpendidikan serendah-rendahnya SLTP; 

2 . Tidak akan mencalonkan diri menjadi Sakal Calon. 

b. Ketentuan khusus : 

1. Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa. 

a) Prioritas pertama Sekretaris Desa. 

b) Tidak mempunyai masalah dalam pelaksanaan tugas, jabatan , 
dan keuangan . 

2. Penjabat Kepala desa Pegawai Negeri Sipil : 

a) Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung 

b) Serpangkat paling rendah Pengatur Muda (II /a) 

3. Penjabat Kepala Desa dari Tokoh Masyarakat : 
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,_ merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau 

gkap sebagai pengurus partai poli~.k. 

-, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
t: 

Kepala Desa yang diangkat karena Kepala 
tikan sementara adalah sampai dengan Kepala 
tikan sementara selesai menjalani hukuman 

t Kepala Desa yang diangkat karena Kepala 
ti ad~ah paling lama 6 (enam) bulan atau 

a Desa definitif; 

dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul 
ya masa jabatannya, apabila yang 
tindakan yang melanggar ketentuan 

undangan. 

kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama 
dan kewajiban Kepala Desa. 

a Harian Kepala Desa 

Pasal 43 

berhalangan sementara dan tidak dapat 
'"·: .kedinasan karena kepentingan dinas, ijin cuti 

yang serupa untuk jangka waktu sekurang-
' hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja, 
· at dapat menunjuk Sekretaris Des& sebagai 

Kepala Desa dengan Keputusan Bupati . 

Desa berhalangan untuk menjalankan tugas, 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud µada 

k salah seorang Kepala Dusun atau Kepala 

BAB XIII 
NTUAN PERALIHAN 

Pasal 44 

berlakunya Peraturan Bupati ini telah membentuk 
~~[a.r susunan kepanitiaan dan tahapan pelaksanaan 
·· ~ ~: Peraturan Bupati ini 

BAB XIV 
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KETENTUANPENUTUP 

Pasal 45 

Pada saat berlalrunya Peraturan Bupat im, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pencalonan,Pemilihan,Pelanti.kan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 
Rawas. 

Diundangkan di Musi Rawas 
pada tanggal, 28 November 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI RAWAS, 

dto 

H.ISBANDI ARSYAD,SH.M .Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 1958091 7 197902 1 001. 

Ditetapkan di Musi Rawas 
pada tanggal, 28 November 2013 

BUPATI MUSI RAWAS, 

TTD 

RIDWAN MUKTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 315 
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